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MOTTO

Life is like riding bicycle. To keep your balance, you must keep moving

Albert Einstein

Kalau kau biarkan kepalamu terlalu besar, itu akan mematahkan lehermu.

Elvis Presley

Betapa bodohnya manusia, Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan
masa depan, tapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Ali bin Abi Thalib

Orang orang sering berkata kalau motivasi itu tak awet. Begitu juga dengan mandi,
makanya kami merekomendasikannya tiap hari.

Zig Ziglar
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KUPERSEMBAHKAN KARYAKU

KEPADA KEDUA ORANG TUAKU SERTA SELURUH KELUARGAKU YANG

SELALU MEMBERIKAN SEMANGAT DAN MOTIVASI SERTA BANTUAN

UNTUK SEGERA MENYELESAIKAN SKRIPSI INI

DAN JUGA KEPADA TEMAN-TEMANKU YANG JUGA MEMBERI MOTIVASI

DAN SEMANGAT DALAM PROSES PENYELESAIAN SKRIPSI INI
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RINGKASAN

Ibnu Malik Ibrahim. 2018. Komunikasi Kepemimpinan Dalam Meningkatkan
Kinerja Pegawai (Studi Pada UPTD Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang di Kecamatan Singosari,) Pembimbing
Utama Prof. Dr. Andi Gani, MS., Pendamping Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP

Komunikasi merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah
organisasi, Pemimpin merupakan sumber komunikasi atau sumber informasi sebagian
besar berasal dari pemimpin. Kepemimpinan seseorang juga merupakan sebuah
komunikasi yang secara tidak langsung menjadi contoh dan acuan bagi pegwai dalam
bertindak dan berperilaku. Atas dasar tesebut penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui bagaimana komunikasi yang terjalin di UPTD Pendapatan Kec
Singosari.Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
komunikasi kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kiunerja pegawai UPTD
Pendapatan Kec Singosari Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitain deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada komunikasi yang terjalin di UPTD
Pendapatan Singoasari dari pimpinan kepada pegawai dan sebaliknya, serta
hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi antar pegawai. Penelitian
ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Asset Kabupaten
Malang UPTD Singoari. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang
digunakan adalah metode Miles dan Hubberman.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis membahas bagaiamana komunikasi
berjalan di UPTD Pendapan Singosari. Dengan fokus komponen-komponen
komunikasi yaitu (1) Komunikator (2) Pesan (3) Komunikan  atau yang menerima
pesan (4) Media yang digunakan dalam berkomunikasi (5) Efek yaitu hubungan
timbal balik, atau akibat dari adanya pesan tersebut. Selain itu penulis juga membahas
faktor penghambat komunikasi di UPTD Pendapatan Singosari dan didapat bahwa
penghambat komunikasi adalah intensitas pertemuan antara pegwai dan pimpinan
yang kurang dikarenakan jarak yang ada, serta sumber daya manusia (SDM) yang
kurang baik di UPTD PEndapatan Singosari. Dari bebrapa pembahasan tersebut
penulis menyimpulkan bahwa komunikasi kepemimpinan yang terjadi di UPTD
Pendapatan Singosari cukup baik meskipun terdapat beberapa hal yang harus
diperbaiki atau disempurnakan.

Kata Kunci : Komunikasi, Kinerja Pegawai
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SUMMARY

Ibnu Malik Ibrahim. 2018. Leadership Communication in Improving Employee
Performance (Study at UPTD Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang di Kecamatan Singosari,) Pembimbing
Utama Prof. Dr. Andi Gani, MS., Pendamping Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP

Communication is one of the important components in an organization.
Leaders are a source of communication or information sources mostly come from
leaders. Leadership is also a communication that indirectly becomes an example and
reference for employees to act and behave. On this basis, this research was conducted
to find out how communication was established in the UPTD Pendapatan in Singosari
District, Malang Regency. The purpose of this study was to describe leadership
communication and its effect on work performance of UPTD employees in District
Singosari Malang Regency.

This study uses descriptive research with a qualitative approach. This research
is focused on the communication that is established in the UPTD Singoasari income
from the leadership to employees and vice versa, and the obstacles that occur in the
process of communication between employees. This research was conducted at the
Revenue Management Office of Financial and Asset Management in Malang
Regency, UPTD Singoari. Data collection techniques conducted by researchers are
through interviews, observation, and documentation, while the data analysis
techniques used are the method of Miles and Hubberman.

Based on the results of the study, the author discusses how communication
runs in the UPTD Singosari Assessment. With the focus of communication
components, namely (1) Communicator (2) Message (3) Communicating or receiving
messages (4) Media used in communicating (5) Securities namely reciprocal
relations, or the result of the message. Besides that, the writer also discusses
communication inhibiting factors at the Singosari UPTD and found that the
communication barrier is the intensity of meetings between the employees and the
leaders that are lacking due to the existing distance, and the poor human resources in
the Singosari District UPTD. From some of these discussions the author concluded
that leadership communication that occurred in the UPTD Singosari's income was
quite good even though there were a number of things that had to be improved.

Keywords: Communication, Employee Performance
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komponen terpenting dalam keberhasilan sebuah organisasi adalah seorang

pemimpin. Ibarat sebuah orkestra pemimpin merupakan seorang konduktor,

dimana bila konduktor sebuah orkestra tidak bisa menjaga harmonisasi dan tempo

dari musisi, maka konser yang mereka laksanakan tidak akan berhasil. Begitu juga

dengan sebuah organisasi, jika pemimpin sebuah organisasi tidak mampu

merangkul dan mengayomi pegawai maka perpecahan akan terjadi dan

mengakibatkan kegagalan sebuah organisasi.

Pemimpin merupakan seseorang yang bertanggung jawab dan mempunyai

wewenang untuk mengatur dan memberi perintah pada pegawai. Begitu banyak

definisi dari Pemimpin, secara garis besar pemimpin merupakan individu yang

diberi amanah, memiliki wewenang, mempunyai kecakapan dan kelebihan khusus

serta mampu mempengaruhi  orang lain maupun kelompok untuk  mencapai

tujuannya (Kartono. 1994:33, Thoha. 1983:255)

Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan. Individu yang

ditunjuk atau pun dipilih sebagai pemimpin harus memiliki kualitas-kualitas

tertentu yang tidak banyak dimiliki sebagian besar orang. Hal tersebut

dikarenakan tidak hanya dirinya tetapi semua individu atau pun bawahannya,

merupakan  tanggung jawab pemimpin. Dengan kata lain, hak dan wewenang

yang dimiliki merupakan sarana untuk mempengaruhi pegawai demi mencapai

tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
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Terdapat beberapa cara atau sikap yang dilakukan oleh pimpinan untuk

mengatur dan bekerja sama dengan bawahannya. Secara garis besar gaya

kepemimpinan terdiri dari demokratis dan otoriter. Gaya kepemimpinan

demokratis didasarkan pada musyawarah mufakat. Sedangkan gaya

kepemimpinan otoriter, segala keputusan merupakan wewenang pimpinan sebab

pemimpin merupakan seseorang yang dianggap paling mengetahui dan lebih baik

dari yang lain. Seorang pemimpin yang baik harus dapat menentukan kapan dia

harus bersikap demokratis dan kapan bersikap otoriter.

Orang nomor satu dalam sebuah organisasi haruslah menjadi panutan dan suri

tauladan bagi bawahannya. Setiap aspek dan perilaku merupakan contoh bagi

pegawainya. Sehingga pemimpin dalam bertindak dan berperilaku diharapkan

membawa pengaruh positif bagi bawahannya. Dengan begitu iklim organisasi

akan menjadi positif, sehingga kerja sama antar pegawai menjadi baik, dan

diharapkan positif juga terhadap tujuan organisasi. Seringkali kita mendengar

berita tentang pemecatan pegawai negeri sipil (PNS), karena kedapatan melanggar

aturan maupun indisiplin saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh pihak

yang berwenang atau atasan mereka. Seperti yang dikutip dalam berita online

kompas.com mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang

sering kita dengar sebagai Ahok, belum genap satu tahun kepemimpinannya telah

memecat setidaknya 120 pegawai negeri sipil dan 2.500 demosi (turun jabatan).

Ahok juga sempat akan memecat beberapa kepala dinas DKI Jakarta, meskipun

hal tersebut urung dilakukan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa ada sesuatu

yang salah dengan PNS di Indonesia.
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Pegawai negeri sipil sebagai abdi negara dan masyarakat, mereka diharapkan

dapat bekerja secara maksimal dan profesional tulus dari dasar hati nurani untuk

melayani kebutuhan masyarakat. Banyak kita dengar berita tentang pelanggaran

yang dilakukan pegawai  negeri sipil. Sering kita dengar berita PNS yang bolos,

telat, tidak ada diruang kerja waktu jam kerja tetapi absennya ada, serta

pelanggaran etika dan sebagainya.

Terdapat beberapa alasan mengapa PNS kita melakukan pelanggaran-

pelanggaran tersebut. Seperti  yang kita ketahui,  hal yang mungkin paling banyak

terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait, serta aturan yang

kurang ditegakkan, dan juga sanksi yang belum cukup membuat PNS jera apabila

melakukan tindakan indisiplin. Namun mungkin ini merupakan salah suatu alasan

dasar yang menjadi sebab kenapa banyak PNS melakukan tindakan indisiplin

karena kurangnya panutan, lebih jelasnya pemimpin yang tidak memberikan

contoh yang baik kepada bawahannya. Dengan kepemimpinan yang baik menjadi

harapan bahwa pegawai akan menjadi sungkan dan mulai membiasakan diri

untuk mengikuti pola tingkah laku pimpinan sehinngga menjadi  budaya kerja

yang positif.

“Budaya organisasi didalam pemerintahan merupakan implementasi nilai-
nilai luhur dari Pancasila. Dalam organisasi pemerintah harus diwujudkan dalam
semua tingkatan kepemimpinan. Pola komunikasi yang partisipatif, gaya
kepemimpinan yang lebih pada mengajak daripada memerintah, memberi
keteladanan yang baik, mendorong dan memberikan kepercayaan kepada
bawahan, serta pengambilan keputusan dengan cara musyawarah merupakan
konsekuensi dari keharusan melaksanakan nilai-nilai dari falsafah pancasila
tersebut. Nilai-nilai budaya organisasi yang dipengaruhi unsur-unsur falsafah
negara tersebut dapat membentuk sistem kerja dan lingkungan kerja yang disiplin,
efektif, efisien. Penanaman budaya kerja pada organisasi pemerintah menjadi
penting sebagai upaya pemerintah melaksanakan amanat rakyat dalam
memberikan perlindungan dan pelayanannya (Putri Shofia: Kompasiana.com)”
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Untuk membangun budaya organisasi  yang positif, diperlukan kerjasama

yang baik oleh setiap staf maupun stakeholder yang berada dalam organisisi. Oleh

sebab itu komunikasi dalam sebuah organisasi sangat penting untuk membentuk

karakter dan budaya sebuah organisasi. Hubungan baik antar karyawan baik

atasan maupun bawahan membuat kondisi organisasi  menjadi kondusif. Setelah

suasana dalam organisasi kondusif, diharapkan para stakeholder yang ada baik

pimpinan maupun karyawan bisa bekerja sama dengan baik. Kondisi tersebut juga

akan berdampak pada kepuasan karyawan yang merasa kerasan dalam organisasi

tersebut, serta diharapkan pula dapat meningkatkan kinerja karyawan. Namun

akan menjadi kontradiksi jika kondisi organisasi tidak baik. Suasana organisasi

yang tidak baik akan mengakibatkan kemunduran, dikarenakan para karyawan

tidak  lagi  mempunyai motivasi untuk bertahan dalam organisasi karena konflik

yang terjadi. Hal tersebut akan berdampak pada produktivitas dan kinerja

karyawan.

Konflik  yang ada dalam organisasi biasanya timbul sebagai hasil dari adanya

masalah-maslah komunikasi, hubungan pribadi, maupun struktur organisasi.

Dalam proses interaksi antara suatu subsistem dengan subsistem yang lain tidak

ada jaminan akan selalu terjadi kesesuaian atau kecocokan antar individu

pelaksananya. Setiap saat ketegangan dapat saja muncul, baik antara individu

maupun antar kelompok dalam organisasi. Beberpa faktor yang mendasari

munculnya ketidakcocokan dalam sebuah organisasi, antara lain: sifat-siafat

pribadi yang berbeda, perbedan kepentingan, komunikasi yang buruk, perbedaan
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nilai, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan inilah yang membawa organisasi

kedalam suasana konflik.

Komunikasi merupakan salah satu faktor dalam proses terjalinnya interaksi

yang baik dalam organisasi. Jika komunikasi yang terjalin dalam organisasi baik,

maka interaksi antar pegawai juga baik. Dengan begitu akan membentuk kerja

sama yang baik antar pegawai, sehingga tujuan organisasi akan tercapai

dikarenakan kerja sama yang baik tersebut. Tanpa adanya komunikasi yang baik,

kemungkinan semua proses di dalam organisasi tidak dapat berjalan dengan

maksimal dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Kemampuan komunikasi yang baik akan sangat membantu segala proses yang ada

dalam suatu organisasi.

Komunikasi organisasi adalah suatu proses komunikasi yang menggunakan

media yaitu bahasa atau simbol-simbol yang biasa digunakan untuk mentransfer

pesan-pesan dari pemberi pesan ke penerima pesan melalui proses komunikasi

agar diperoleh suatu hasil yang sangat berarti bagi suatu organisasi (Purwanto

2003:20). Komunikasi penting bagi organisasi karena komunikasi merupakan alat

utama bagi anggota organisasi untuk dapat bekerja sama dalam melakukan

aktifitas manajemen demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya

komunikasi setiap pegawai diharapkan dapat memperoleh pengetahuan,

pengetian-pengertian dan kebijakan-kebijakan pimpinan yang berkaitan erat

dengan pencapaian program, serta mampu melaksanakannya, lebih jauh lagi dapat

menjaga konsistensi dan kontinuitas pelaksanaan dan pencapaian target organisasi

maupun lembaga.
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Komunikasi dan interaksi akan membentuk karakter suatu organisasi. Jika

keduanya berjalan dengan baik, akan membentuk karakter organisasi yang kuat

dimana berisi pegawai-pegawai yang kompeten dan berkinerja baik. Oleh karena

itu menurut Barata (2003:54) pimpinan dan para staf administrasi harus tahu betul

tentang konsep komunikasi itu sendiri agar nantinya di dalam menjalankan

aktivitas organisasinya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang

diharapkan. Secara umum komunikasi dapat disebut sebagai proses pengiriman

dan pemerimaan pesan atau berita (informasi) anatara dua orang atau lebih dengan

cara yang efektif, sehingga pesan dimaksud dapat dipahami.

UPTD Pendapatan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sebagai salah

satu instansi pemerintah, dibagi menjadi beberapa bagian kerja. Pertama, pegawai

yang bekerja di kantor. Pegawai ini meliputi bidang Tata Usaha dan Pelayanan.

Kedua, Pegawai yang bertugas di lapangan yaitu pegawai bagian Petugas

Pelaksanaan Teknis Operasional Kecamatan (PPTOK). Dengan dibaginya tugas

dan terdapat perbedaan pekerjaan dan tempat pelaksanaan tugas masing-masing

pegawai sangat penting untuk menjaga komunikasi dan koordinasi antar bagian

kerja.

Pembagian kelompok kerja tersebut dapat mempengaruhi kinerja sebagian

maupun keseluruhan organisasi apabila komunikasi yang terjadi tidak berjalan

dengan baik. Kemungkinan terjadinya salah pengertian, juga kesalahan penafsiran

besar kemungkinan akan terjadi. Misalkan terjadi perubahan rencana yang

mendadak juga akan mempengaruhi hasil, dalam hal ini pelayanan dan juga

pendapat pajak yang diterima oleh UPTD Pendapatan Singosari. Disamping itu
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berbagai hambatan baik secara fungsional maupun pendekatan yang dinilai

kurang tepat dalam menghadapi situasi komunikasi atau sarana komunikasi yang

digunakan untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan informasi. Misalnya

lemahnya pegawai dalam mengerti pesan yang disampaikan pimpinan, bahasa

yang digunakan dalam berkomunikasi, waktu yang terbatas maupun tingkat

pendidikan yang berbeda. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah

komunikasi antara pegawai yang bekerja dilapangan dimana, jarak merupakan hal

yang menjadi hambatan bagi pegawai untuk dpat berkomuniklasi secara baik dan

nyaman dengan Pimpinan. Hambatan-hambatan tersebut dapat menyebabkan

komunikasi organisasi tidak berjalan efektif dan menyebabkan putusnya informasi

baik dari atas kebawah, dari bawah ke atas mapun secara horizontal.

Kepala UPTD Pendapatan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sebagai

pimpinan harus memperhatikan dan bertanggung jawab akan kelancaran satuan

kerja maupun hubungan antar pegawai. Sehingga tidak ada pegawai yang merasa

di anak tirikan maupun di untungkan. Tidak hanya itu pimpinan juga dituntut

berperan aktif untuk membantu melancarkan program yang dicanangkan oleh

dinas pusat, maka dari itu hubungan antar pimpinan dan pegawai sangatlah

penting dalam hal ini. Dengan kata lain pemimpin diharapkan dapat berperan serta

dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang dicanangkan dalam Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset kabupaten Malang.
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang

“Komunikasi Kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai” yang mana

peneliti akan melakukan penelitian di UPTD Pendapatan Kecamatan Singosari

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan diatas, maka rumusan

masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Komunikasi Kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja

pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Malang di UPTD Pendapatan Kecamatan Singosari?

2. Apa sajakah faktor penghambat komunikasi Kepemimpinan dalam upaya

meningkatkan kinerja dan kepuasan pegawai Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang UPTD Pendapatan

Kecamatan Singosari?

C. Tujuan Penelitaian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian skripsi ini

adalah:

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa komunikasi

Kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pendapatan
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Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang UPTD Pendapatan

Kecamatan Singosari.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa faktor pendukung

dan pengahambat komunikasi Kepemimpinan dalam upaya

meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Asset Kabupaten Malang UPTD Pendapatan Kecamatan Singosari.

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara Praktis

a. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada UPTD Pendapatan

Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Malang terkait komunikasi antar pegawai maupun pegawai

dengan pimpinan untuk memaksimalkan kinerja pegawai.

b. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait komunikasi

kepemimpinan dalam organisasi pemerintah

2. Secara akademis

a. Hasil penelitian ini menerapkan teori-teori kinerja, komunikasi, dan

kepemimpinan yang diperoleh dengan menghubungkannya pada

praktik lapangan.
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E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang dipaparkan dalam penelitian skripsi ini secara

singkat adalah sebagai berikut:

BAB I :  PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan

dengan   tahap awal penelitian seperti latar belakang penelitian

yang membahas tentang munculnya permasalahan, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kontribusi yang diperoleh dari

penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika

penulisan.

BAB II :  KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan dan memberikan penjelasan tentang

dasar-dasar dari definisi dan konsep teori terkait yang digunakan

sebagai acuan dalam penelitian. Teori yang digunakan seperti

teori Kepemimpinan, teori Kinerja, dan teori Komunikasi

BAB III :  METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metodologi penelitian yang

digunakan dalam penelitian seperti menjelaskan jenis penelitian

yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisa data



11

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penemuan-penemuan terkait penelitian

dilapangan yang dibahas dengan merujuk pada teori-teori yang

digunakan. Dalam bab ini data yang diperoleh berupa dari hasil

wawancara, grafik, photo, dan dokumen yang ada dilapangan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan tentang keseluruhan hasil temuan dari

penelitian yang dilakukan. Serta pada bab ini peneliti memberikan

saran-saran kepada instansi maupun masyarakat dalam menyikapi

masalah komunikasi kepemimpinan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan

1. Kepemimpinan

Dalam sebuah organisasi, peranan pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi

cukup besar. Hal ini disebabkan karena pemimpinlah yang mengarahkan mereka

dan mengorganisasikan seluruh kegiatan pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal

ini kemampuan kepemimpinan seoarang leader sebuah organisasi menentukan

kebijakan-kebijakan yang akan diambil organisasi.

Kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan, namun ada pula yang

membedakan pengertian keduanya. Menurut Kotter (dalam Robbins, 2006:51),

berpendapat bahwa kepemimpinan berbeda dengan manajemen. Manajemen

berkaitan dengan hal-hal untuk mengatasi kerumitan. Manajemen yang baik dapat

meghasilkan tata tertib dan konsistensi dengan menyusun rencana-rencana formal,

merancang struktur organisasi yang ketat dan memantau hasil lewat

pembandingan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kepemimpinan sebaliknya, berkaitan dengan hal-hal untuk mengatasi perubahan.

Pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan suatu visi terhadap masa

depan, kemudian mengkomunikasikannya kepada setiap orang dan mengilhami

orang-orang tersebut dalam menghadapi segala rintangan. Kotter menganggap,

baik kepemimpinan yang kuat maupun manajemen yang kuat merupakan faktor

penting bagi optimalisasi efektifitas organisasi.
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Kepemimpinan menurut Ralph M. Stogdill (dalam Wahjosumidjo 1994:23)

didefinisikan sebagai sarana pencapaian tujuan yang dimaksudkan dalam

hubungan ini pemimpin merupakan sarana seseorang yang memiliki suatu

program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota-anggota

kelompok dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu, sehinggan

kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong,

memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Dari beberapa definisi tentang kepemimpinan, secara garis besar

kepemimpinan merupakan cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya

untuk melakukan apa yang diinginkan pemimpin. Proses mempengaruhi tersebut

dapat berupa perintah maupun contoh-contoh secara perilaku yang dilakukan oleh

pimpinan. Semua kegiatan tersebut dilakukan tidak lain untuk mencapai

keputusan terbaik yang diinginkan pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Fungsi Kepemimpinan

Terdapat lima fungsi pokok kepemimpinan secara operasional, yaitu (Nawawi,

2003:74) :

a. Fungsi Instruktif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat satu arah. Dengan fungsi ini seorang

pemimpin berperan sebagai pengambil keputusan dan memberikan perintah

kepada bawahannya. Agar fungsi ini dapat dijalankan dengan baik, maka

perintah yang disampaikan harus jelas baik isi perintah maupun dari segi

bahasa harus sesuai dengan tingkat kemampuan orang yang menerima.
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b. Fungsi Konsultatif

Dalam fungsi ini, seorang pemimpin merupakan wadah bagi bawahannya

untuk membicarakan masalah-masalah yang ada pada suatu organisasi maupun

instansi. Pimpinan dianggap sebagai orang yang mampu menyelesaikan suatu

masalah. Sehingga diharapkan dengan menjalankan fungsi ini, keputusan-

keputusan pemimpin akan mendapat dukungan dan lebih mudah

menginstruksikannya sehingga kepemimpinan dapat berlangsung secara

efektif. Dalam menjalankan fungsi ini diharapkan pimpinan dapat

mengarahkan memberikan kesempatan pada para pegawai untuk

menyampaikan pendapat dan saran mereka agar apa yang diperintahkan dapat

dijalankan dengan baik.

c. Fungsi Partisipatif

Pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai pengaruh dalam suatu

organisasi atau instansi. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, partisipasi dari

seorang pemimpin adalah sesuatu yang sangat penting karena dapat

memberikan motivasi atau semangat kerja bagi para bawahannya. Agar fungsi

ini dapat dijalankan dengan baik, maka pemimpin harus ikut serta dalam

kegiatan dalam organisasi maupun instansi.

d. Fungsi Delegasi

Dalam penyelesaian tugas, seorang pemimpin tentunya tidak dapat

menyelesaikan tugasnya sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya tugas

yang harus diselesaikan. Untuk itu pemimpin hendaknya dapat memberikan

pelimpahan wewenang, memberikan kepercayaan kepada bawahannya yang
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dianggap mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, agar dapat

berjalan secara efektif dan efisien. Agar fungsi ini dapat dijalankan dengan

baik, maka pimpinan harus bersedia memberikan tanggung jawab maupun

kepercayaan kepada bwahannya.

e. Fungsi Pengendalian

Fungsi ini menjelaskan peran seorang pemimpin sebagai pengendali

merupakan pemimpin yang mampu mengatur aktifitas anggotanya secara

terarah dan dalam kondisi yang efektif. Seorang pemimpin diharapkan dapat

menyelesaikan segala masalah dan kesalahan yang dilakukan. Fungsi

pengendalian dilakukan dengan cara mencegah anggota berpikir dan membuat

sesuatu yang dapat merugikan organisasi atau instansi.

Menurut Siagian (2003:47) fungsi-fungsi kepemimpinan adalah:
1. Pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha

pencapaian tujuan,
2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di

luar organisasi,
3. Pemimpin selaku komunikator yang efektif,
4. Mediator yang andal, khususnya dalam hubungan kedalam, terutama

dalam menangani situasi konflik,
5. Pemimpin selaku integrator yang efektif, rasional, obyektif, dan netral.

Dalam sebuah organisasi pemimpin mempunyai peran penting dalam

membawa organisasi pada sebuah keberhasilan. Maka oleh sebab itu fungsi dari

kepemimpinan harus digunakan sebaik mungkin, sebagai pengendali harus dapat

mengatur pegawai dari konflik dan hal-hal yang akan menimbulakan konflik antar

pegawai.
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3. Gaya Kepemimpinan

Keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin dalam suatu organisasi

ditentukan oleh sikap dan tindakannya. Sikap dan tindakan tersebut nampak

dalam kegiatan memimpin sehari-hari. Pemimpin yang baik menyesuiakan gaya

memimpin mereka dengan faktor luar yang mempengaruhi kehidupan orang yang

dipimpinnya.

Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin,

baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya serta

menggambarkan kombinasi yang konsisten dari filsafah, keterampilan, sifat, dan

sikap yang mendasari perilaku seseorang (Mulyadi, Rivai, 2009:42).

Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku yang dilakukan dan

disukai pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pegawai.

Pemimpin dapat melaksanakan pekerjaanya dengan baik apabila pemimpin

tersebut dapat menyesuaikan dengan situasi kerja yang dialaminya. Setiap

pemimpin mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing.

Berikut tiga macam gaya kepemimpinan (Handoko, 2001:298) :

a. Otokratis

Gaya otokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala

kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan semata-mata.

Kepemimpinan gaya otokratis berciri antara lain:

1. Semua penentuan kebijakansanaan dilakukan oleh pemimpin.
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2. Teknik-teknik dan langkah-langkah kegiatan didikte oleh atasan setiap

waktu, sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti

untuk tingkat yang luas.

3. Pemimpin biasanya mendikte tugas kerja sama setiap anggota.

Penerapan gaya kepemimpinan otokratis dapat mendatangkan keuntungan

antara lain berupa kecepatan serta ketegasan dalam pembuatan keputusan dan

bertindak sehingga untuk sementara mungkin kinerja dapat naik.

Kepemimpinan gaya otokratis hanya tepat digunakan jika organisasi sedang

menghadapi keadaan darurat, apabila keadaan darurat telah selesai gaya ini

mungkin harus ditinggalkan.

b. Demokratis

Gaya demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar

bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan

cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara

pimpinan dan bawahan. Kepemimpinan gaya demokratis antara lain berciri:

1. Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan

diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin.

2. Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan

kelompok dibuat, dan bila dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis,

pemimpin menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat

dipilih.

3. Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih, dan

pembagian tugas ditentukan oleh kelompok.
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Penerapan gaya kepemimpinan demokratis dapat mendatangkan keuntungan

antara lain berupa keputusan dan tindakan yang lebih obyektif, tumbuhnya rasa

ikut memiliki serta terbinanya moral yang tinggi. Sedangkan kelemahan gaya

kepemimpinan ini adalah keputusan serta tindakan kadang-kadang lamban,

rasa tanggung jawab kurang, keputusan yang dibuat bukan keputusan terbaik.

c. Laissez-Faire

Gaya laissez-faire merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar

bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan

cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan kepada

bawahan. Kepemimpinan gaya laissez-faire antara lain berciri:

1. Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu, dengan

partisipasi dari pemimpin.

2. Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang

membuat orang selalu siap bila dia akan memberikan informasi pada saat

ditanya. Dia tidak mengambil bagian dalam diskusi kerja.

3. Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas.

Penerapan gaya kepemimpinan laissez-faire dapat mendatangkan

keuntungan antara lain para anggota atau bawahan akan dapat mengembangkan

kemampuan dirinya. Tetapi kepemimpinan jenis ini membawa kerugian bagi

organisasi antara lain berupa kekacauan karena setiap pegawai kerja menurut

selera masing-masing.



19

Wahjosumidjo (1984:58-59) mengatakan bahwa perilaku pemimpin dalam

proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sesuai dengan gaya

kepemimpinan seseorang. Gaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan Direktif, dicirikan oleh:

a. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan berkaitan dengan

seluruh pekerjaan menjadi tanggung jawab pemimpin dan ia hanya

memberikan perintah kepada bawahannya untuk melaksanakannya.

b. Pemimpin menentukan semua standar bagaimana bawahan menjalankan

tugasnya.

c. Pemimpin melakukan pengawasan kerja dengan ketat.

d. Pemimpin memberikan ancaman dan hukuman kepada bawahan yang

tidak berhasil melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan.

e. Hubungan dengan bawahan rendah, tidak memberikan motivasi kepada

bawahannya untuk dapat mengembangkan dirinya secara optimal, karena

pemimpin kurang percaya dengan kemampuan bawahannya.

2. Gaya kepemimpinan konsultatif, dicirikan oleh:

a. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dilakukan oleh

pemimpin setelah mendengarkan keluhan dari bawahan.

b. Pemimpin menentukan tujuan dan mengemukakan berbagai ketentuan

yang bersifat umum setelah melalui proses diskusi dan konsultasi dengan

para bawahan.

c. Penghargaan dan hukuman diberikan kepada bawahan dalam rangka

memberikan motivasi kepada bawahan.
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d. Hubungan dengan bawahan baik.

3. Gaya kepemimpinan Partisipatif, dicirikan oleh:

a. Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan

keputusan dan pemecahan masalah atau dengan kata lain apabila

pemimpin akan mengambil keputusan  dilakukan setelah adanya saran

dan pendapat dari bawahan.

b. Pemimpin memberikan keleluasaan bawahan untuk melaksanakan

pekerjaan.

c. Hubungan dengan bawahan terjalin dengan baik dan dalam suasana yang

penuh persahabatan dan saling mempercayai.

d. Motivasi yang diberikan kepada bawahan tidak hanya didasarkan atas

pertimbangan-pertimbangan ekonomis, melainkan juga didasarkan atas

pentingnya peranan bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas

organisasi.

4. Gaya Kepemimpinan Delegatif, dicirikan oleh:

a. Pemimpin mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dengan

bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan dan

pemecahan masalah kepada bawahan.

b. Bawahan memiliki hak untuk menentukan langkah-langkah bagaimana

keputusan dilaksanakan dan hubungan bawahan rendah.

Dari penjelasan keempat gaya kepemimpinan tersebut menunjukkan bahwa ada

perbedaan yang mencolok, selain terletak pada kemampuannya untuk bekerja dan

tergantung pada motivasinya dalam penerapannya lebih lanjut sering tidak
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ditemukan pemimpin yang murni memiliki salah satu gaya kepemimpinan yang

telah disebutkan diatas. Sebenarnya tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik,

artinya pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengadaptasikan

gayanya agar sesuai dengan situasi tertentu.

Teori Kepemimpinan Situasional menuntut pemimpin cukup luwes dalam

menyesuaikan gaya atau perilaku kepemimpinannya dengan situasi yang berbeda-

beda. Menurut Rivai (2008:57), untuk menentukan gaya kepemimpinan yang

efektif dalam menghadapi keadaan tertentu, maka perlu mempertimbangkan

kekuatan yang ada dalam tiga unsur, yaitu: diri pemimpin, bawahan dan situasi

secara menyeluruh. Mengenai tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam

merealisasikan kepemimpinan yang efektif adalah:

1. Kekuatan diri pemimpin adalah kondisi diri seorang pemimpin yang

mendukung dalam melaksanakan kepemimpinannya, seperti latar belakang

pendidikan, pribadi, pengalaman, dan nilai-nilai dalam pandangan hidup

yang dihayati dan diamalkannya (dipedomani dalam berfikir, merasakan,

bersikap, dan berperilaku).

2. Kekuatan anggota organisasi sebagai bawahan adalah kondisi diri anggota

organisasi sebagai bawahan yang umumnya mendukung pelaksanaan

kepemimpinan seorang pemimpin sebagai atasan, seperti pendidikan atu

pengalaman, motivasi kerja atau berprestasi dan bertanggung jawab dalam

bekerja.
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3. Kekuatan situasi adalah situasi dalam interaksi antara pemimpin dengan

anggota organisasi sebagai bawahan seperti suasana iklim kerja, suasana

organisasi secara keseluruhan.

Dengan demikian gaya kepemimpinan cenderung berbeda-beda antara situasi

yang satu dengan yang lainnya. Maka untuk menentukan gaya kepemimpinan

yang tepat dalam suatu kondisi, diperlukan suatu diagnosa yang tepat oleh

pemimpin. Sehingga pemimpin yang baik harus mampu:

1. Mengubah-ubah perilakunya sesuai dengan situasinya,

2. Mampu memperlakukan bawahan sesuai kebutuhan dan motif yang

berbeda-beda. (Wahjosumidjo, 2002:112).

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan

Berdasarkan situasi yang terjadi, Pemimpin harus menyesuaikan gaya

kepemimpinannya dengan kondisi dalam organisasi. Kondisi tersebut sangat

berpengaruh terhadap cara pemimpin dalam mengatur organisasi yang

dipimpinnya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi cara pemimpin

memimpin sebuah organisasi. Terlebih lagi dinamika keorganisasian antara satu

dengan organisasi yang lainnya sangat beragam sehingga ada banyak hal yang

mempengaruhi gerak dari kepemimpinan.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan :

1. Faktor Kemampuan Individu
Dalam kepemimpinan, faktor pribadi yang berupa berbagai kompetensi seorang
pemimpin sangat mempengaruhi proses kepemimpinannya. Dalam hal ini,
kopnsepsi kepemimpinan umumnya memusatkan perhatian pada pribadi
pemimpin dengan berbagai kualias atau kemampuan yang dimilikinya.
Beberapa abad yang lalu, seseorang dikatakan memiliki kualitas pribadi ketika
ia dilahirkan dalam kalangan raja atau bangsawan. Maka muncullah teori
“orang besar”, yang pada saat sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Seorang
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pemimpin di era modern didasarkan pada beberapa kelebihan yang tidak
dimiliki orang lain dalam kelompoknya, seperti kecerdasan, tingkat pendidikan,
bertanggung jawab, aktivitas dan partisipasi sosial serta status ekonomi dan
sosial. Hal tersebut tampak jelas pada lembaga atau organisasi formal yang
telah menerapkan standar atau aturan yang baku tentang syarat-syarat menjadi
seorang pemimpin. Dalam Islam, potensi setiap individu ini dikenal dengan
istilah fitrah, yaitu ciptaan, sifat tertentu yang mana setiap yang maujud disifati
dengannya pada masa awal penciptaanya, sifat pembawaan yang ada sejak
manusia dilahirkan. Beberapa fitrah yang dimiliki oleh manusia antara lain:
fitrah bermoral, fitrah kemerdekaan, fitrah kebenaran, fitrah individu, fitrah
sosial, fitrah politik, fitrah seni dan fitrah-fitrah lainnya. Berbagai fitrah
tersebut harus dikembangkan  sehingga terwujud dalam perilaku-perilaku
positif dalam kehidupan sehari-hari.

2. Faktor Jabatan
Seorang pemimpin dalam berperilaku harus selalu mengindahkan dalam posisi
mana dia berada. Seoran perwira tinggi tentunya dalam memberikan perintah
sangat berbeda gayanya dengan seorang rektor. Hal ini terkait dengan aturan
dan norma yang diberlakukan dimasing-masing organisasi. Satu hal yang perlu
dipahami bahwa seorang pemimpin tidak pernah bekerja dalam ruang vakum,
tetapi dia selalu ada dalam lingkungan sosial yang dinamis. Dalam hal ini,
seorang pemimpin harus memiliki citra tentang perilaku kepemimpinan yang
digunakan sehingga sesuai dengan situasi yang menyertainya. Oleh karena itu,
dia harus memahami konsep peranan (role concept). Selain itu, seorang
pemimpin harus tanggap terhadap situasi eksternal. Dalam hal ini berupa
tuntutan perilaku yang berasal dari orang lain. Peristiwa ini disebut dengan
harapan peranan (role ekspectation).

3. Faktor Situasi dan Kondisi
Situasi khusus selalu membutuhkan tipe kepemimpinan yang khusus pula.
Seorang pemimpin dalam hal ini harus memiliki fleksibilitas yang tinggi
terhadap situasi dan kondisi yang menyertai para bawahannya. Bila tidak, maka
yang akan muncul bukan komitmen (kepatuhan) tetapi resistensi (perlawanan)
dari para bawahan yang pada akhirnya berakibat pada tidak efektifnya suatu
kepemimpinan. Pemahaman terhadap situasi dan kondisi ini sangat penting
bagi seorang pemimpin sehingga gaya kepemimpinannya tidak selalu monoton.
Oleh karena itu seorang pemimpin harus memahami dengan baik tipe
kepemimpinan situasional atau dalam bahasanya Fidler disebut dengan
kepemimpinan kontingensi. (Agus Setiawan dan Muhith : 32-34)

Beberapa hal yang mempengaruhi kepemimpinan secara umum seperti yang

dijelaskan diatas yaitu kemampuan individu, jabatan serta situasi dan kondisi.

Selain faktor tersebut, terdapat beberapa hal yang bisa mempengaruhi
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kepemimpinan seperti kepribadian, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin,

iklim dan kebijakan organisasi juga dapat mempengaruhi kepemimpinan.

B. Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia

adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia lain. Karena sejarah

lahirnya manusia memiliki hasrat untuk menjadi satu dengan yang lainnya. Istilah

komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication, berasal dari kata

communicatio yang artinya “pemberitahuan atau pertukaran pikiran” yang

bersumber dari kata communis berarti “sama”, yaitu dalam kesamaan makna

(Effendy, 1999:48).

Komunikasi merupakan pertukaran peasan verbal maupun non verbal antara

pengirim dan penerima pesan. Proses komunikasi dilakukan untuk mengubah

perilaku seseorang maupun kelompok. Dengan kata lain komunikasi adalah proses

pengiriman dan penyampaian pesan secara verbal dan non verbal oleh seorang

komunikator dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku seseorang

mealalui lisan maupun melalui media tertentu. Komunikasi yang  baik harus

disertai dengan adanya jalinan pengertian antara kedua belah pihak antara

komunikator dan komunikan, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dan

dimengerti.

Berdasakan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi

merupakan sarana penyampaian gagasan maupun informasi antara individu atau

kelompok maupun individu dengan kelompok dan sebaliknya. Penyampain
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tersebut dapat berupa verbal maupun dengan simbol dan penggambaran tentang

sesuatu.

2. Proses Komunikasi

Dalam sebuah organisasi setiap orang yang terlibat didalamnya ketika

melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik selaku pimpinan diberbagai

tingkatan maupun para karyawan, agar pekerjaannya dapat terlaksana dengan baik

dan lancar untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati dan ditetapkan, maka

kerja sama harus dilaksanakan dan dimaksimalkan. Terjalinnya suatu kerjasama

dalam organisasi menandakan komunikasi yang terjadi dalam organisasi tersebut

terlaksana dengan baik.

Komunikasi memiliki lima komponen, yaitu komunikator, pesan, saluran atau

media, komunikan dan efek. Harold Lasswell dalam bukunya The Structure and

Function of Communication in Society mengatakan, cara yang  baik untuk

menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan berikut: Who Says What In

Wich Channel To Whom With What Effect? Atau “Siapa mengatakan Apa

dengan Saluran apa Kepada Siapa dengan Efek apa? (Effendy, 2004:253)

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima

unsur sebagai yaitu:

1. Komunikator (communicator, sender, source) adalah orang yang

menyampaikan pesan atau informasi.

2. Pesan (message) adalah pernyataan yang didukung oleh lambang, bahasa,

gambar, dan sebagainya.
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3. Media (channel, media) adalah sarana atau saluran yang mendukung pesan

bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya, maka diperlukan

media sebagai penyampai pesan.

4. Komunikan (communicant, communicate, receiver, recepient) adalah

orang yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan

komunikator.

5. Efek (effect, impact, influence) adalah dampak sebagai pengaruh dari

pesan.

Gambar

Proses Terjadinya komunikasi

Gambar 2.1

Sumber merupakan pengirim informasi dalam berkomunikasi atau biasa kita

sebut dengan komunikator. Jumlahnya bisa satu orang, bahkan juga dalam bentuk

kelompok seperti organisasi, partai dan lain-lain. Apabila lebih dari satu orang,

relatif saling kenal dan memiliki rasa emosional yang kuat dalam kelompoknya

maka dapat disebut sebagai kelompok kecil. Selanjutnya sumber mengirimkan

pesan, baik secara tatap muka ataupun melalui media komunikasi. Pesan itu

beragam sehingga pesan bersifat abstrak, misalnya informasi, hiburan, pujian atau

Sumber Pesan Media Penerima Efek

Umpan Balik
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yang lainnya. Dengan menggunakan lambang komunikasi, pesan dapat berwujud

menjadi konkret, sehingga pesan dapat dibedakan menjadi pesan verbal (bahasa

lisan dan bahasa tulisan) dan pesan non verbal (isyarat, suara, sentuhan, raut

wajah).

Media merupakan alat penghubung dalam menghantarkan pesan dari

komunikator kepada komunikan, dalam hal ini media yang dimaksud adalah

media komunikasi. Penerima atau yang biasa kita sebut dengan komunikan

merupakan penerima pesan komunikasi, seperti individu, kelompok, partai atau

yang lainnya. Jika dalam konteks komunikasi massa, penerima dapat berupa

sasaran, khalayak, pemirsa dan lain-lain. Komunikan merupakan elemen penting

dalam proses komunikasi, sebab komunikan sangat menentukan keberhasilan dari

pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator.

Pada prinsipnya dalam proses komunikasi memiliki 6 (enam) tahapan yaitu:

1. Pengirim mempunyai ide atau gagasan

Sebelum proses penyamapaian pesan dilakukan, maka pengirim pesan

harus menyiapkan ide atau gagasan apa yang ingin disampaikan pada pihak

lain. Ide tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber, hal ini disebabkan

karena penyerapan berbagai informasi dan pengalaman berbeda-beda pada

setiap individu.

2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan

Pada proses komunikasi, tidak semua ide dapat diterima atau dimengerti

dengan sempurna. Agar ide dapat diterima dan dimengerti dengan

sempurna pengirim pesan harus memperhatikan subjek (apa yang ingin
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disampaikan), maksud (tujuan), penerima pesan, gaya personal dan latar

belakang budaya.

3. Pengirim menyampaikan pesan

Pada saat menyampaikan pesan dapa digunakan berbagai saluran. Biasanya

rangkain komunikasi yang dilakukan relatif pendek, namun ada juga yang

cukup panjang. Hal ini akan berpengaruh terhadap efektifitas penyampaian

pesan. Ketika penyampaia pesan dapat menggunakan berbagai media

komunikasi baik cetak, mapun suara.

4. Penerima menerima pesan

Komunikasi anatar individu dengan individu lain akan terjadi apabila

pengirim pengirim mengirimkan suatu pesan dan penerima menerima pesan

tersebut.

5. Penerima menafsirkan pesan

Setelah penerima menerima pesan, tahap selanjutnya adalah bagaimana

menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah

dimengerti dan tersimpan dalam benak penerima pesan. Selanjutnya pesan

baru bisa ditafsirkan secara benar bila penerima pesan telah memahami isi

pesan sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim.

6. Penerima memberi tanggapan dan umpan balik kepada pengirim pesan

Setelah menerima pesan, penerima akan memberikan tanggapan dengan

cara tertentu dan akan memberi sinyal terhadap pengirim pesan. Sinyal

yang diberikan penerima pesan beraneka ragam, hal ini tergantung pesan

yang diterimanya. Umpan balik memegang peranan penting dala proses
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komunikasi karena ia memberi kemungkinan bagi pengirim untuk menilai

efektifitas suatu pesan. Di samping itu, adanya umpan balik dapat

menunjukkan adanya faktor-faktor penghambat komunikasi, misalnya

perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran kata-kata dan perbedaan

reaksi secara emosional.

Komunikasi dikatan baik apabila semua unsur dan tahapan komunikasi berjalan

dengan baik. Begitu pula dengan komunikasi dalam organisasi, kelancaran

kegiatan dalam organisasi bergantung pada bagaimana komunikasi tersebut

berjalan. Hal tersebut dikarenakan senua bagian organisasi harus saling terhubung

agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

3. Gaya Komunikasi

Gaya komunikasi adalah perilaku komunikasi yang dilakukan seseorang dalam

suatu organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan feedback dari orang lain

terhadap pesan organisasional yang disampaikan. (Sendjaja dkk, 1996:07)

Sedangkan gaya komunikasi pemimpin adalah perilaku komunikasi yang

dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, dengan kata lain cara atau

bagaimana seorang pimpinan/atasan berkomunikasi dalam suatu kelompok atau

organisasi tertentu. Gaya komunikasi pemimpin pada satu kelompok tertentu

dapat diterapkan dan bisa juga tidak dapat diterapkan pada kelompok yang lain

tergantung pada kharakteristik kelompok yang dipimpinnya.

Dalam Buku Teori Komunikasi yang disusun oleh S. Djuarsa Sendjaja,

(1996:143) terdapat enam gaya komunikasi yaitu the controlling style, the
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equalitarian style, the structuring style, the dynamic style, the relinquishing style

dan the withdrawal style, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. The Controlling Style

Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, ditandai dengan adanya

satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku,

pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya

komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one way

communicators. Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan

pandangan negatif orang lain, tetapi justru berusaha menggunakan kewenangan

dan kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi pandangan-pandangannya.

Pesan-pesan yang berasal dari komunikator satu arah ini, tidak berusaha

menjual gagasan agar dibicarakan bersama, namun lebih pada usaha menjelaskan

kepada orang lain apa yang dilakukannya. The controlling style of

communications ini sering dipakai untuk mempersuasi orang lain supaya bekerja

dan bertindak efektif dan pada umumnya dalam bentuk kritik. Namun demikian,

gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini tidak jarang bernada negatif

sehingga menyebabkan orang lain memberi respons atau tanggapan yang negatif

pula.

b. The Equalitarian Style

Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. The

equalitarian style of communications ini ditandai dengan berlakunya arus

penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun yang bersifat dua arah (two

way traffic of communications). Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi
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dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat

mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks santai dan

informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota

organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama.

Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna kesamaan

ini, adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta

kemampuan membina hubungan baik dengan orang lain, baik dalam konteks

pribadi maupun dalam lingkup hubungan kerja. The equalitarian style ini akan

lebih memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, sebab gaya ini efektif

dalam memelihara empati dan kerjasama, khususnya dalam situasi untuk

mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks. Gaya

komunikasi ini pula yang menjamin berlangsungnya tindak berbagi informasi di

antara para anggota dalam suatu organisasi.

c. The Structuring Style

Gaya komunikasi yang terstruktur ini, memanfaatkan pesan-pesan verbal

secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan,

penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan lebih

memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan

jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan

prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Stogdill dan Coons dari the Bureau of Business Research of Ohio State

University, menemukan dimensi dari kepemimpinan yang efektif, yang mereka

beri nama Struktur Inisiasi atau Iniating Structure. Stogdill dan Coons
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menjelaskan bahwa pemrakarsa (initiator) struktur yang efisien adalah orang-

orang yang mampu merencanakan pesan-pesan verbal guna lebih memantapkan

tujuan organisasi, kerangka penugasan dan memberikan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

d. The Dynamic Style

Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena

pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya

berorientasi pada tindakan (action-oriented). Gaya komunikasi ini sering

digunakan atau dipakai oleh juru kampanye ataupun supervisior yang membawahi

para wirausaha.

Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah menstimulasi atau

merangsang pegawai untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Gaya

komunikasi ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan

yang bersifat kritis, namun dengan persyaratan bahwa pegawai atau bawahan

mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi maslah yang kritis tersebut.

e. The Relinquishing Style

Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesedian untuk menerima saran,

pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada keinginan untuk memberi perintah

meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan

mengontrol orang lain.
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Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengirim pesan

atau sender sedang bekerjasama dengan orang-orang yang berpengetahuan atas

semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya.

f. The Withdrawal Style

Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya komunikasi ,

artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk

berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun

kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut.

Tabel Gaya Komunikasi

(Sasa Djuarsa Sendjaja)

VARIABEL

MACAM-MACAM GAYA KOMUNIKASI

T
he

C
ontrolling

Style

T
he

E
qualitarian

Style

T
he

Structuring
Style

T
he

D
ynam

ic
Style

T
he

R
elinquishing

Style

T
he

W
ithdraw

al
Style

One Way Comm
(Komunikasi satu
arah)



Two Way Comm
(Komunikasi dua
arah)

 

Menghindari
Komunikasi 

Menggunakan
kekuasaan dan
wewenang



Memantapkan
struktur organisasi 
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Menerapkan
peraturan atau
prosedur yang
berlaku



Mengendalikan
perilaku seseorang  

Terbuka, bersedia
menerima pendapat,
gagasan orang lain

 

Independen, berdiri
sendiri (tdk perlu
bantuan orang lain)



Menekankan
pengertian bersama

 

Memiliki sikap
kepedulian yang
tinggi



Kemampuan
membina hubungan
baik dengan orang
lain



Mengalihkan
persoalan  yang
sedang terjadi



Lebih berkeinginan
dalam memberikan
perintah daripada
diberikan perintah



Melibatkan anggota
dalam pengambilan
keputusan organisasi



(Sendjaja, 1996:143)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa the equalitarian

style of communication merupakan gaya komunikasi yang ideal. Sementara tiga

gaya komunikasi lainnya: structuring, dynamic, dan reliquinshing dapat

digunakan secara strategis untuk menghasilkan efek yang bermanfaat bagi

organisasi. Serta dua gaya komunikasi terahir: controlling dan withdrawal

mempunyai kecenderungan menghalangi berlangsungnya interaksi yang

bermanfaat dan produktif.
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4. Tipe Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang

kepada orang lain, komunikasi akan berhasil jika adanya pengertian dan kedua

belah pihak saling memahaminya. Adapun komunikasi dibagi menjadi beberapa

macam tipe yaitu:

a. Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi

antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya

menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non

verbal. Bentuk khusus dari konunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi

diadik yang melibatkan hanya dua orang, seperti hubungan suami istri, dua

sahabat dekat, guru dan murid, dan lainnya.

Biasanya kita menganggap pendengaran dan penglihatan kita sebagai indera

primer, padahal sentuhan dan penciuman juga sama pentingnya dalam

menyampaikan pesan-pesan yang bersifat intim. Komunikasi antar pribadi,

sangat ampuh digunakan untuk mempengaruhi dan membujuk orang lain.

Kenyataannya komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih

akrab dengan sesamanya, berbeda dengan komunikasi lewat media massa

seperti surat kabar, televisi atau teknologi canggih sekalipun seperti telepon

genggam dan email (Mulyana, 2005:73)
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b. Komunikasi kelompok kecil

Kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama,

yang melakukan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama,

mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari

kelompok tersebut. Contoh komunikasi kelompok ini adalah komunikasi di

keluarga, tetangga, teman terdekat, kelompok diskusi dan lain sebagainya.

Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan

kelompok kecil tersebut (small group communication) (Mulyana, 2005:74).

c. Komunikasi Publik

Komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi kolektif,

komunikasi retorika, public speaking, dan komunikasi khalayak. Komunikasi

publik menunjukkan suatu proses komunikasi diman pesan-pesan yang

disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka didepan khalayak luas.

Komunikasi publik memiliki ciri komunikasi interpersonal (pribadi), karena

berlangsung secara tatap muka, tetapi terdapat bebrapa perbedaan mendasar

sehingga memiliki ciri masing-masing.

Dalam komunikasi publik, penyampain pesan berlangsung secara

berkelanjutan. Dapat didefinisikan siapa yang berbicara (sumber) dan siapa

pendengarnya. Kemudian, pesan yang disampaikan tidak berlangsung secara

spontanitas, melainkan terencana dan telah dipersiapkan lebih awal.

Komunikasi publik biasanya lebih bersifat formal dibandingkan komunikasi

antarpribadi dan komunikasi kelompok (Cangara, 2008:35).



37

d. Komunikasi Massa

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang

menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik yang dikelola oleh

suatu lembaga atau orang-orang yang dilembagakan yang ditujukan kepada

sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen.

Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan

selintas (khusus media elektronik) (Mulyana, 2005:75).

Dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya, komunikasi massa memiliki

ciri tersendiri. Sifat pesannya terbuka dengan khalayak yang variatif, baik dari

segi usia, agama, suku, pekerjaan, maupun dari segi kebutuhan. Pesan

komunikasi massa berlangsung satu arah dang tanggapan baliknya lambat

(tertunda) dan sangat terbatas. Tetapi, dengan perkembangan teknologi

komunikasi, maka feedback dari khalayak bisa dilakukan dengan cepat kepada

penyiar misalnya melalui program interaktif (Cangara, 2008:37)

Semua jenis komunikasi tersebut secara keseluruhan penting untuk tercapainya

hasil maupun tujuan dari organisasi. Oleh sebab itu seluruh komunikasi tersebut

penting untuk dilakasanakan. Komunikasi tersebut akan menjaga hubungan baik

antar pegawai, pegawai dengan pimpinan, maupun organisasi dengan masyarakat.

5. Tujuan Komunikasi

Komunikasi tidak hanya berkenaan dengan mengetahui sebuah informasi dan

memberi sebuah informasi, komunikasi juga memiliki tujuan diadalamnya.

Pada umumnya komunikasi mempunyai tujuan (Effendy 2003:55) antara lain:

1. Untuk mengubah sikap (to change the attitude)
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Memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan agar

masyarakat akan merubah sikapnya. Misalnya memberikan informasi

tentang bahaya Narkoba pada masyarakat dan remaja menjadi tahu bahaya

dari Narkoba yang bisa berujung dengan kematian.

2. Untuk mengubah opini/pendapat/pandangan (to chang opinion)

Memberikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan tujuan akhir

agar masyarakat mau merubah pendapat dan persepsinya terhadap tujuan

informasi yang disampaikan, misalnya informasi mengenai pemilu.

3. Untuk mengubah perilaku (to change the behavior)

Memberi berbagai informasi pada msayarakat dengan tujuan agar

masyarakat akan mengubah perilakunya. Misalnya informasi yang

dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada masyarakat pengguna sepeda

motor agar selalu menggunakan helm selama berkendara untuk

keselamatan pengguna itu sendiri.

4. Untuk mengubah masyarakat

Memberikan berbagai informasi kepada masyarkat, yang pada akhirnya

bertujuan agar masyarkat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan

informasi yang disampaikan.

Dalam organisasi komunikasi bertujuan untuk mengubah sikap, perilaku, dan

opini pegawai untuk melaksankan tujuan yang di targetkan oleh pemimpin untuk

mencapai tujuan organisasi. Tujuan-tujuan organisasi tersebut dapat dicapai

apabila semua pegawai searah dan sepemikiran dalam melaksanakan kegaiatan



39

organisasi yang telah ditentukan. Komunikasi yang baik dari pimpinan sangat

berpengaruh dalam hasil akhir dari sebuah organisasi.

6. Fungsi Komunikasi

Proses komunikasi tidak terlepas dari bentuk dan fungsi komunikasi, dimana

komunikasi yang baik, tidak jauh dari fungsi yang mendukung keefektifan

komunikasi. Menurut (Effendy 2003:55) fungsi komunikasi adalah sebagai

berikut:

1. Menginformasikan (to inform)

Kegiatan komunikasi itu memberikan penjelasan, penerangan, mengenai

bentuk informasi yang disajikan dari seorang komunikator kepada

komunikan. Informasi yang akurat diperlukan oleh beberapa bagian

masyarakat untuk bahan dalam pembuatan keputusan.

2. Mendidik (to educate)

Penyebaran informasi tersebut sifatnya memberikan pendidikan atau

penganjaran suatu pengetahuan, menyebarluaskan kreativitas untuk

membuka wawasan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara

luas, baik untuk pendidikan formal di sekolah maupun diluar sekolah.

3. Menghibur (to entertaint)

Penyebaran informasi yang disajikan kepada komunikan untuk

memberikan hibuaran. Menyampaikan informasi dalam lagu, lirik dan

bunyi maupun gambar dan bahasa membawa setiap orang dalam situasi

menikmati hiburan.

4. Mempengaruhi (to influence)



40

Komunikasi sebagai sarana untuk mempengaruhi khalayak untuk sumber

motivasi, mendorong dan mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang

dilihat, dibaca dan didengar. Serta memperkenalkan nilai-nilai baru untuk

merubah sikap dan perilaku ke arah yang baik dan modernisasi.

Komunikasi diperlukan karena:

a. Adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidak pastian

b. Memperoleh informasi

c. Menguatkan keyakinan tentang jalan yang ditempuh oleh organisasi

d. Mempergunakan wewenang fungsional (Siagian, 2001:128)

Komunikasi menjalankan empat fungsi utama dalam kelompok/ organisasi,

yaitu:

a. Kendali : komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota

dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai hirarki wewenang dan

garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh pegawai.

b. Motivasi : komunikasi membantu proses perkembangan motivasi dengan

menjelaskan kepada pegawai apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka

bekerja dengan baik dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki

kinerja jika itu dibawah standar.

c. Pengungkapan emosional : Komunikasi yang terjadi didalam kelompok

merupakan mekanisme fundamental dengan mana dengan mana anggota-

anggota menunjukkan kepuasan dan rasa kekecewaan mereka.
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d. Informasi : komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan

kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data guna

mengenali dan menilai pilihan-pilihan alternatif (Robbins, 1990:5).

Secara umum fungsi komunikasi adalah menyampaikan pesan kepada

seseorang atau kelompok. Pesan tersebut dapat berupa informasi yang bertujuan

untuk menghibur, mendidik maupun memepengaruhi orang lain. Hal tersebut

sangat penting untuk sebuah organisasidalam menjalankan kegiatan rutinitas

mereka sehari-hari.

7. Faktor Penghambat Komunikasi Efektif

Meskipun proses komunikasi sudah dirancang secara matang, belum tentu

tujuan komunikasi tercapai secara efektif. Berikut ini dikemukakan identifikasi

faktor-faktor yang mungkin jadi penghambat komunikasi (Suranto 2005:112-

113) :

1. Hambatan sosiologis
Secara sosiologis warga perkantoran berasl dari berbagai golongan dan
lapisan yang menimbulkan perbedaan status, ideologi, agama, tingkat
pendidikan, status ekonomi yang kesemuanya dapat menjadi hambatan bagi
kelancaran komunikasi. Hambatan itu lebih nampak pada pelaksanaan
komunikasi formal di perkantoran karena adanya perbedaan kedudukan dan
jabatan.

2. Hambatan Psikologis
Yakni hambatan berkomunikasi yang disebabkan oleh situasi psikologis
yang tidak mendukung. Misalnya berkomunikasi dengan orang yang
sedang marah,bingung, cemas, kecewa, atau sedang menaruh prasangka
terhadap komunikator, tentu akan menghambat tercapainya tujuan
komunikasi.

3. Hambatan semantis
Ialah hambatan komunikasi yang disebabkan oleh latar belakang bahasa
yang berbeda, contohnya bahasa Indonesia “jangan” (larangan) berbeda
makna dengan kata jangan dalam bahasa Jawa yang berarti sayur.
“Gedang” berarti  pisang bagi orang Jawa, tetapi berarti pepaya bagi orang
sunda.

4. Hambatan mekanis
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Hal ini sering terjadi pada proses komunikasi perkantoran yang
mengunakan media, seperti bunyi krotokan pada pesawat telepon, tulisan
yang tidak terbaca pada surat, sinyal yang hilang pada telepon seluler, dan
sebagainya.

Hambatan-hambatan tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak dikehendaki.

Oleh sebab itu dengan mengidentifikasi kemungkinan-hambatan yang terjadi,

sudah dapat dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah

kemunculannya. Dengan mencegah kemungkinan terjadinya hambatan, maka

peluang tercapainya komunikasi efektif akan lebih besar.

8. Komunikasi dalam Organisasi

Komunikasi penting dalam setiap hal, begitu pula dalam sebuah organisasi.

Komunikasi dibutuhkan setaiap anggota organisasi untuk menjalankan dan

menyelesaikan pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya. Para anggota organisasi

juga yang meneguhkan pentingnya fungsi komunikasi dalam organisasi. Melalui

proses interaksi para anggota organisasi memeriksa eksistensi kepercayaan,

dukungan, keterbukaan, penyuluhan, perhatian dan keterusterangan. Pace dan

Faules (2005:154). Dengan demikian, maka pengaruh komunikasi dapat

bermacam-macam juga berubah-ubah menurut cara pengaruh komunikasi ini

ditentukan dan diteguhkan melalui interaksi di antara organisasi.

Menurut Purwanto (2006:5) ada beberapa bentuk komunikasi yang lazim

digunakan, yaitu:

1. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim

digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain. Bentuk

komunikasi ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisir dengan baik.
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Melalui komunikasi lisan dan tulisan diharapkan orang dapat memahami apa

yang disampaikan oleh pengirim pesan dengan baik. Penyampain suatu pesan

melalui tulisan dan lisan memiliki suatu harapan bahwa seseorang akan dapat

membaca atau mendengar apa yang dikatakan pihak lain dengan baik dan

benar.

Agus M. Hardjana di dalam bukunya yang berjudul Komunikasi

Interpersonal dan Komunikasi Intrapersonal, berpendapat bahwa:

“Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata- kata, entah
lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan
antar manusia. Melalui kata- kata mereka mengungkapkan perasaan, emosi,
pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan
informasi serta menjelaskannya, saling bertukar pikiran dan pemikiran, saling
berdebat dan bertengkar” (2003: 23).

Secara umum, untuk mengirim pesan-pesan, orang lebih senang berbicara

daripada menulis pesan. Alasannya, komunikasi lisan relatif lebih mudah,

praktis dan cepat dalam penyampian pesan. Meskipun demikian, bukan berarti

komunikasi tulisan tidak penting, karena tidak semua hal bisa disampaikan

secara lisan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan mendengar dan memahami

yang relatif lemah atau kurang baik dari masing-masing orang. Kaitannya

dengan keterampilan membaca, seseorang sering mengalami kesulitan dalam

mengambil pesan-pesan penting dari suatu bacaan. Meskipun mendengar dan

membaca adalah hal yang berbeda, keduanya memerlukan pendekatan yang

serupa.
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2. Komunikasi non verbal

Komunikasi non verbal memiliki sifat yang kurang terstruktur yang

membuat komunikasi non verbal sulit untuk dimengerti. Jenis komunikasi non

verbal adalah gerak isyarat-isyarat tertentu, komunikasi ini lebih bersifat

spontan misalnya seseorang akan menggelengkan kepala apabila dia merasa

tidak setuju.

Julia T. Wood dalam bukunya Communication in Our Lives,

mengungkapkan komunikasi non verbal adalah:

“Nonverbal communication is all aspects of communication other than
words themselves. It includes how we utter words (inflection, volume), features,
of environments that affect interaction (temperature, lighting), and objects that
influences personal images and interaction patterns (dress, jewelry, furniture”
(2009: 131).

“Komunikasi non verbal adalah semua aspek komunikasi selain kata- kata
sendiri. Ini mencakup bagaimana kita mengucapkan kata- kata (infleksi,
volume), fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi (suhu, pencahayaan),
dan benda- benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi
(pakaian, perhiasan, mebel)” (2009: 131).

Komunikasi non verbal memiliki kebaikan yaitu kesahihannya dalam hal ini

dikaitkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-

pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat. Secara umum,

orang akan mudah menipu orang lain dengan menggunakan kata-kata daripada

menggunakan gerakan tubuh. Hal ini disebabkan oleh sifat komunikasi yang

lebih spontan. Komunikasi non verbal penting artinya bagi pengirim dan

penerima karena sifatnya yang lebih efisien, atau pesan non verbal dapat

disampaikan tanpa harus berpikir panjang dan pihak pendengar juga dapat

menangkap artinya dengan ceapat.
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3. Komunikasi dari atas ke bawah

Komunikasi dari atas ke bawah (downward communication) dimulai dari

manajemen puncak kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan

manajemen sampai ke pegawai lini dan personalia paling bawah. Maksud

utama dari komunikasi kebawah untuk memberi pengarahan, informasi,

instruksi, nasehat/saran dan penilaian terhadap bawahan serta memberikan

informasi kepada para anggota organisasi tentang tujuan dan kebijaksanaan

organisasi.

Pesan atau berita kebawah dapat berupa tulisan maupun lisan, dan biasanya

disampaikan melalui memo, laporan atau dokumen lainnya, buletin, pertemuan

atau rapat, dan percakapan serta melalui interaksi orang per orang ataun

kelompok kecil. Salah satu kelemahan saluran komunikasi ini adalah

kemungkinan terjadinya penyaringan atau sensor atas informasi penting yang

ditunjukkan kepada bawahannya. Dengan kata lain, informasi yang diterima

bawahan bisa jadi tidak selengkap aslinya.

4. Komunikasi dari bawah ke atas

Fungsi utama komunikasi dari bawah ke atas (upward communication)

adalah untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang

apa yang terjadi pada tingkatan bawah. Tipe komunikasi ini mencakup laporan-

laporan periodik, penjelasan, gagasan, dan permintaan untuk diberikan

keputusan. Hal ini dapat dipandang sebagai data atau informasi umpan balik

bagi manajemen atas.
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Para manajer harus benar-benar memiliki rasa percaya terhadap para

bawahannya untuk mencapai saluran komunikasi ini. Kalau tidak, informsai

sebagus apapun dari bawahan tidak akan bermanfaat baginya, karena yang

muncul hanyalah rasa curiga atau ketidak percayaan terhadap informasi

tersebut.

5. Komuniksi Lateral atau Horizontal

Komuniksi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Komunikasi diantara anggota dalam kelompok kerja yang sama.

b. Komunikasi yang terjadi antara departemen-departemen pada tingkatan

organisasi yang sama.

Bentuk komuniksi ini pada dasarnya bersifat koordinatif, dan merupakan

hasil dari konsep spesialisasi organisasi. Sehingga komunikasi ini dirancang

guna mempermudah koordinasi dan penanganan masalah. Komunikasi lateral,

selain membantu koordinasi kegiatan-kegiatan lateral, juga menghindarkan

prosedur pemecahan masalah yang lambat.

6. Komunikasi Diagonal

Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara

menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai

hasil hubungan-hubungan departemen lini dan staf, yaitu bahwa hubungan-

hubungan yang ada antara personalia lini dan staf dapat berbeda-beda, yang

akan membentuk bebrapa komunikasi diagonal yang berbeda-beda pula.

Komunikasi dalam organisasi merupakan bagian penting yang harus

diperhatikan manajemen karena komunikasi merupakan alat bagi manajemen
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untuk menjalankan organisasi. Semua kegiatan dalam suatu organisasi selalu

menggunakan komunikasi.

Komunikasi yang baik diperlukan agar terjalin pengertian antara pihak satu

dengan pihak lain sehingga apa yang dikomunikasikan dapat dimengerti,

dipikirkan, dan akhirnya direalisasikan. Untuk itu komunikasi harus mudah

dimengerti, lengkap, tepat waktu dan sasaran, dilandasi oleh rasa saling percaya

dan tidak menggunkan kata-kata yang kurang pantas.

Sebaliknya komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan berbagai rencana,

instruksi, dan saran yang tidak banyak dimengerti dan akhirnya gagal terlaksana.

Menurut Thoha (2001:151) gagalnya komunikasi dalam organisasi tentu dapat

dilihat dari:

a. Tujuan dari pesan yang disampaikan tidak tercapai.

b. Alat komunikasi atau bahan-bahan keterangan yang sudah dilambangkan

kedalam simbol-simbol itu tidak menggambarkan pesan.

c. Penerima pesan tidak dapat menerima apa yang dipesankan.

Dengan kata lain, tanpa adanya komunikasi yang  baik pekerjaan akan menjadi

simpang siur dan kacau balau sehingga tujuan organisasi kemungkinan besar tidak

akan tercapai (Siagian, 2001:311). Oleh karena itu apabila dalam suatu organisasi

menginginkan semangat kerja pegawainya tetap terjaga maka haruslah menjaga

komunikasi dalam organisasi dengan baik.

9. Hubungan Komunikasi dengan Kepemimpinan

Pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah organisasi tidak pernah terlepas dari

komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam membina, mendidik,
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mengarahkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Faules

(2010:185), lima jenis informasi yang bisa dikomunikasikan pimpinan kepada

pegawai, antara lain:

a. Informasi bagaimana melakukan pekerjaan

b. Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan

c. Informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi

d. Informasi mengenai kinerja pegawai

e. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas

Komunikasi dengan kepemimpinan sangat erat hubungannya. Rivai dan

Mulyadi (2011:338) mengatakan Jika seorang pemimpin berhasil dalam

berkomunikasi, merupakan jaminan kesuksesan dalam usaha pencapaian tujuan.

Seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang luas, jujur, bertanggung jawab,

berani dalam mengambil keputusan, dan ia harus memiliki keahlian

berkomunikasi yang sangat baik. Karena komunikasi dapat menentukan berhasil

atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Setiap pemimpin

pasti memiliki bawahan dimana bawahan tersebut akan mengemukakan gagasan

maupun ide yang mereka miliki. Sehingga pemimpin dapat memiliki pandangan

untuk membuat keputusan yang terbaik bagi organisasi yang dipimpinnya.

Kepemimpinan yang berhasil mempengaruhi orang lain sangat ditentukan oleh

keterampilan dan kemampuan menjalankan fungsi komunikasi secara baik,

karenanya komunikasi yang baik dan menjadi efektif akan ditentukan pula oleh

kepercayaan dan keyakinan seorang pemimpin dalam memimpin untuk

mempengaruhi bawahan. Keyakinan dan kepercayaan hanya dapat terbentuk
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apabila pemimpin menyadari suatu lingkungan yang harmonis antara pimpinan

dengan para bawahannya yang dapat benar-benar berkomunikasi dengan baik

yang sejalan dengan makna fungsi komunikasi.

Setiap orang yang terlibat dalam sebuah organisasi dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya, baik selaku pimpinan maupun para pegawai, agar semua

tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar maka unsur kerjasama harus

senantiasa terjalin dengan baik. Dengan terjadinya proses kerjasama maka unsur

komunikasi pun dengan sendirinya akan tercipta, karena apa pun bentuk instruksi,

informasi dari pimpinan, masukan, laporan dari bawahan ke pemimpin, antara

sesama bawahan senantiasa dilakukan melalui proses komunikasi.

Jenis informasi-informasi yang biasa dikomunikasikan kepada pegawai

dilakukan dengan dua tipe komunikasi pimpinan, yaitu komunikasi formal dan

komunikasi informal. Menurut Muhammad (2007:67), komunikasi formal adalah

mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam susunan atau struktur

organisasi. Komunikasi informal adalah tidak mengikuti jalur struktural sehingga

bisa saja terjadi antara seseorang yang mempunyai struktural formal yang

berbeda.

Dalam sebuah organisasi pemimpin merupakan komunikator. Pemimpin yang

efektif pada umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga

diharpakan akan mampu merangsang partisipasi orang-orang atau pegawai yang

dipimpinnya. Pemimpin juga harus piawai dalam melakukan komunikasi baik

verbal maupun non verbal. Komunikasi verbal yang baik dapat dilakukan dengan

mengunakan tutur kata yang ramah, sopan, dan lembut. Komunikasi non verbal
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dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan konsep-konsep yang abstrak

misalnya kebenaran, keadilan, etika, dan agama secara non verbal misal

menggunakan bahasa tubuh.

C. Pegawai dan Kepegawaian

Kepegawaian tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang ketenagakerjaan,

karena pegawai mrupakan tenaga kerja. Penggunaan istilah pegawai dan pekerja,

kepegawaian dan ketenagakerjaan pada hakikatnya secara yuridis tidak

mempunyai perbedaan arti dalam kaitannya dengan kehadirannya dalam suatu

perusahaan atau instansi pemerintah.

Pada umumnya yang dimaksud dengan kepegawaian adalah segala hal

mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai. Pegawai

merupakan tenaga kerja manusia, jasmaniah maupun rohaniah, yang senantiasa

dibutuhkan dan karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam badan usaha

kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi.

1. Pegawai Negeri Sipil

1.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Dalam dunia organisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa pegawai merupakan

salah satu bagian penting dalam proses menggapai tujuan organisasi. Pegawai

adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan

pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal

pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).

Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik
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dilembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha (Widjaja,

2006:113).

Pasal 1 UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 mendefinisikan PNS adalah

mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peratauran

perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan Negari atau diserahi tugas Negara lainnya yang

ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang-Undang No. 43 Tahun

1999 Pasal 3 ayat (1), yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil

dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.

Pegawai negeri mempunyai peran yang sangat penting sebab pegawai negeri

merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintah dan

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan

pemerintah dan pembanguan nasional bergantung pada kesempurnaan pegawai

negeri.

1.2. Jenis Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

kepegawaian, menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia
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3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pegawai Negeri terdiri dari:

a. Pegawai negeri sipil pusat

b. Pegawai negeri sipil daerah

c. Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pememrintah

1.3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban

pegawai negeri sebagai berikut:

a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah,

serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia

jabatan kepada atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-

undang.

Selain itu pegawai negeri sipil berkewajiban memberikan contoh yang baik

dalam menaati dan melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sebagai abdi negara negara dan masyarakat pegawai negeri sipil yang

diberikan kepercayaan dan tanggung jawab harus bertindak untuk kepentingan

umum, bukan pribadi maupun golongan. Maka pegawai negeri sipil dituntut
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penuh pengabdian, kesadaraan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas

kedinasan.

1.4. Hak Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa hak

Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan

beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji yang diterima oleh pegawai

negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.

2. Setiap PNS berhak atas cuti.

3. Setiap PNS yang ditempa oleh kecelakaan dalam dan karena menjalankan

tugas dan kewajibannya berhak memperoleh perawatan, PNS yang mendrita

cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugasnya dalam

kedinasan yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan

apapun juga berhak memperoleh tunjangan, PNS yang tewas keluarganya

berhak memperoleh uang duka.

4. Setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas

pensiun.

2. Pegawai Pemerintah non PNS

4.1. Pengertian Pegawai Pemerintah non PNS

Pengertian pegawai pemerintah non PNS tidak ditemukan dalam literatur

hukum kepegawaian. Namun dapat ditarik suatu pengertian mengenai hal

tersebut dengan menafsirkan secara terbalik dari pengertian pegawai negeri.
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Bila pegawai negeri adalah seseorang yang mengikatkan dirinya kepada

perintah negara atau pemerintah dalam suatu hubungan dinas publik, maka

dengan demikian pegawai pemerintah non PNS  adalah seseorang yang

bekerja kepada negara bukan berdasarkan hubungan dinas publik.

Sedangkan bila kita merujuk kepada pengertian pegawai negeri yang dibuat

oleh undang-undang, maka kita juga dapat memberikan pengertian kepada

pegawai pemerintah non PNS sebagai seseorang yang bekerja kepada negara

atau pemerintah dalam hubungan hukum atau pengertian yang berbeda

dengan pegawai negeri sipil. Dengan kata lain, mereka yang bekerja di

pemerintah dengan dasar yang berbeda dengan pegawai negeri sipil adalah

pegawai pemerintah non PNS.

4.2. Macam-macam Pegawai Pemerintah Non PNS

Dengan pengertian tersebut, maka pegawai pemerintah non PNS bentuknya

bisa bermacam-macam, tergantung dengan kebutuhan instansi tersebut.

Golongan-golongan pekerja yang tidak termasuk pegawai negeri tersebut,

yaitu:

a. Pejabat Negara

b. Pekerja

c. Pegawai dengan ikatan dinas (lebih tepat perjanjian kerja) berdasar

ketentuan-ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Sipil

d. Pegawai dengan ikatan dinas untuk waktu terbatas

e. Pegawai bulanan menurut pasal 20 ayat (2) PGPS-1968
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f. Pegawai Desa, dan

g. Pegawai perusahaan umum

Pegawai-pegawai non PNS sebagaimana tesebut diatas dipekerjakan tidak

secara tetap atau dalam waktu tertentu baik secara harian, bulanan, atau

beberapa tahun.

Secara umum pegawai pemerintah non PNS dapat dikelompokkan dalam

bentuk:

1) Pegawai tidak tetap yang didasari adanya kontverband contract (perjanjian

kerja jangka pendek).

Perjanjian kerja yang diadakan seorang swasta sebagai pekerja dengan

pihak pemerintah sebagai pemberi pekerjaan. Pada kontverband contract

ada persesuaian kehendak antara pekerja dengan pemberi pekerjaan, dan

perbuatan hukum itu diatur oleh hukum istimewa yaitu peraturan hukum

publik dan tidak diatur oleh hukum privat. Contohnya adalah tenga asing

di Indonesia yang bekerja pada pemerintah.

2) Pegawai yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja menurut ketentuan-

ketentuan hukum perdata/undang-undang ketenagakerjaan.

Pegawai jenis ini adalah mereka yang mempunyai keahlian yang

dibutuhkan oleh pemerintah, namun tidak mungkin menjadi pegawai

negeri sipil. Hal ini selain gaji pegawai negeri yang belum memadai bagi

mereka, tenaga ahli tersebut juga tidak mau terikat sebagai pegawai negeri

sipil. Pegawai pemerintah non PNS ini dipekerjakan untuk melakukan

pekerjaan tidak terus menerus, hanya dipekerjakan ketika keahliannya
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dibutuhkan. Jenis pegawai seperti ini telah diakomodir dalam peraturan

mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu sebagai tenaga ahli

yang pembayaran mereka masuk dalam anggaran belanja barang/jasa dan

bukan belanja pegawai.

3) Tenaga honorer yang dibiayai dari APBN/APBD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan

Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 memberikan

pengertian yang luas tentang pegawai pemerintah non PNS dengan sebutan

tenaga honorer.

Tenaga honorer yang dalam peraturan tersebut adalah seseorang yang

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam

pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah

atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Penghasilan

tenaga honorer dari APBN/APBD tersebut adalah penghasilan pokok

secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada

APBN/APBD.

Tenaga honorer atau yang sejenis yang dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah ini termasuk guru bantu, guru honorer, guru wiyata bhakti,

pegawai kontak, pegawai honorer, pegawai tidak tetap, dan lain-lain yang

sejenis dengan itu.

4) Tenaga honorer yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD



57

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 juga mengakui

adanya tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan

penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN/APD.

D. Kinerja Pegawai

1. Pengertian Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai merupakan fungsi perkalian dari uasaha pegawai (effort), yang

didukung dengan motivasi yang tinggi, dengan kemampuan pegawai (ability),

yang diperoleh melalui latihan-latihan. Kinerja yang meningkat, berarti

performasi yang baik, akan menjadi feedback bagi usaha, atau motivasi pekerja

pada tahap berikutnya (Gomes, 2003:160).

Penilaian kinerja pegawai memberikan mekanisme penting bagi manajemen

untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar kinerja

pegawai memberikan dasar bagi keputusan-keputuasan yang mempengaruhi gaji,

promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi-kondisi kepegawaian

lainnya.

2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai

Prawirosentono, (1999:27) mengungkapkan berikut bebrapa faktor yang dapat

mempengaruhi kinerja pegawai:

1. Efektifitas dan efisiensi

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan

bahwa kegiatn tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari
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kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan

kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila kegiatan

yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien.

2. Otoritas (wewenang)

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu

organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota

yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya.

Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh

dilakukan dalam organisasi.

3. Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi disiplin

pegawai merupakan kegiatan pegawai dalam menghormati perjanjian kerja

dengan organisai dimana mereka bekerja.

4. Inisiatif

Berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam bentuk ide untuk

merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.

Karakteristik kinerja pegawai yang memiliki kinerja tingi menurut

Mangkunegara, (2002, 68) :

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.

2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.

3. Memiliki tujuan yang realistis.
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4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang merealisasi

tujuannya.

5. Memanfaatkan umpan balik (feedback) yang konkrit dalam seluruh kegiatan

yang dilakukannya.

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah

diprogramkan.

Indikator untuk mengukur kinerja pegawai menurut Robbins (2006:260) :

1. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari pesepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan

pegawai.

2. Kuantitas

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah

unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan Waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan,

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu

yang tersedia untuk aktivitas lain.

4. Efektivitas

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang,

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari

setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

5. Kemandirian
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Merupakan tingkat seorang Pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan

fungsi kerjanya.

6. Komitmen Kerja

Merupakan suatu tingkat dimana Pegawai mempunyai komitmen kerja

dengan instansi dan tangung jawab pegawai terhadap kantor.

Berdasarkan pengertian diatas , dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja

merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun

kelompok dalam suatu aktifitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami

atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk

berprestasi.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Permasalahan yang dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat

sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode

penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah

dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat

digunakan untuk memahami permasalahan sosial, misalnya dengan melakukan

wawancara mendalam sehingga ditemukan kejelasan pola-pola maupun fakta

yang terjadi.

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format

deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini

digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang

memberikan gamabaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu

tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89)

Jenis penelitaan yang digunkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pendekatan ini peneliti

menggambarkan hasil temuan-temuan yang terjadi dilapangan mengenai

bagaimana penerapan Gaya kepemimpinan serta pola interasksi antara Kepala

UPTD Pendapatan Kec. Singosari Malang dengan para pegawai dapat

meningkatkan kinerja serta kepuasan pegawai.
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B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan titik fokus dalam sebuah penelitian yang sangat

penting keberadaanya. Penentuan fokus penelitian sangat penting karena dapat

menfokuskan data pada hal yang esensial, sehingga memudahkan penelitian

dalam melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong

(2007), ada dua tujuan penentuan fokus suatu penelitian antara lain:

1. Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya

fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak.

2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk

menyaring informasi yang mengalir masuk. Sehingga, bagi peneliti

penetapan fokus ini mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data.

Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus

penelitian ini antara lain:

1. Komunikasi antara pimpinan dan pegawai UPTD Pendapatan Singosari

a. Komponen Komunikasi

1. Komunikator

2. Pesan

3. Media

4. Komunikan dan

5. Efek

b. Arah Komunikasi

c. Gaya komunikasi
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2. Hambatan Komunikasi Kepemimpinan yang berkaitan dengan:

a. Intensitas pertemuan antara pegawai dengan kepala UPTD Singosari

b. Sumber daya manusia (SDM)

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Kabupaten Malang UPTD Pendapatan Singosari yang beralamatkan di Jl.

Raya Singosari No. 375. Malang, Jawa Timur. Adapun pemilihan lokasi tersebut

berdasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

1. Sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap pajak daerah

UPTD Pendapatan Singosari harus dapat meningkatkan kinerja para

pegawainya. Oleh sebab itu interaksi antar karyawan merupakan hal yang

penting bagi kinerja instansi.

2. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang peran hubungan baik antar

karyawan terutama pimpinan dan pegawai tentang kinerja dan kepuasan

pegawai.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang peniliti gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data

sekunder, dengan sumber-sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan setelah

peneliti terjun langsung pada obyek penelitian. Data ini berupa dalam bentuk

verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku

yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian
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atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang

diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22).

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang

menunjang data primer. Dalam hal ini data ini diperoleh dari arsip-arsip data

maupun studi pustaka yang dilakukan penulis. Dapat dikatakan data sekunder

ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS,

foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara memiliki 3 kelompok yaitu

wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara

mendalam (in-depth interview). Teknik pengumpulan data wawancara hampir

sama dengan kuesioner.

Dalam hal ini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian

besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi, Sulistyo-Basuki

(2006:173).

Sebelum melakukan wawancara mendalam, peneliti menjelasakan atau

memberikan gambaran sekilas tentang latar belakang dan topik yang dibahas

peneliti dalam penelitian ini. Serta untuk mencegah hilangnya informasi yang
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dibutuhkan, peneliti juga meminta izin untuk merekam wawancara ini dengan

menggunakan alat perekam.

Peneliti harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan

wawancara, diantaranya dalah sebagai berikut :

a. Pewawancara hendaknya menghindari kata yang memiliki arti ganda,

taksa, atau pun yang bersifat ambiguitas.

b. Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung

banyak pertanyaan khusus. Pertanyaan yang panjang hendaknya

dipecah menjadi beberapa pertanyaan baru.

c. Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit dengan

acuan waktu dan tempat yang jelas.

d. Pewawancara seyogyanya mengajukan pertanyaan dalam rangka

pengalaman konkrit si responden.

e. Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternatif yang ada atau

sama sekali tidak menyebutkan alternatif.

f. Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden

marah, malu atau canggung, gunakan kata atau kalimat yang dapat

memperhalus.

2. Observasi

Menurut Lexy J. Moeleong (2010:174), observasi atau pengamatan

merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas penglaman

secara langsung yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri,
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kemudia mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada

keadaan sebenarnya.

Tenik observasi memiliki beberapa macam diantaranya obseravasi

terstruktur, observasi tidak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi

non partisipan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi

partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana

peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang

diteliti. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung

terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang

ada di Dinasa Pendapan Pengelolaan Keuangan dan Asset UPTD Pendapatan

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Dengan demikian peneliti dapat menentukan dengan tepat informan yang

diteliti serta untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, dan data-data pribadi

dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk

kepentingan penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi menurut Arikunto (2010:231) yaitu mencari

data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini

dokumen yang diguanakan peneliti berupa foto, gambar, serta data-data

mengenai kepala UPTD Pendapatan Kecaman Singosari maupun karyawan

yang diperlukan untuk dimintai keterangannya untuk penelitian ini. Hasil
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Penelitian dari observasi dan wawancara semakin sah dan dapat dipercaya

apabila didukung oleh foto-foto.

4. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari

buku-buku refrensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan

media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen dalam penelitian kulaitatif adalah:

1. Djaelani (2013:84) Dalam penelitian kualitatif, Peneliti merupakan

instrumen utama penelitian, dimana peneliti sekaligus sebagai perencana

yang menetapkan fokus, memilih informan, sebagai pelaksana

pengumpulan data, menafsirkan data, menarik kesimpulan sementara di

lapang dan menganalisis data lapangan yang alami tanpa dibuat-buat.

2. Kerangaka wawancara, merupakan acuan dasar bagi peneliti untuk

melakukan wawancara. Hal ini sangat penting karena kejelasan dan

ketelitian akan berguna dalam menggali informasi yang dibutuhkan oleh

peneliti. Namun dalam perkembangannya, pertanyan-pertanyaan tersebut

masih bisa dikurangi dan ditambah oleh peneliti apabila diperlukan.

3. Objek Dokumentasi, yaitu berupa dokumen yang berada di tempat

penelitian maupun ditempat lain yang berisi data-data yang berhubungan

dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat bantu berupa

alat tulis, fotokopi, perekam dan sebagainya untuk mendapat data yang

dibutuhkan.
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4. Catatan lapangan, sebagai dasar acauan dalam mengamati subjek dan

objek penelitian, terutama berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini dimulai sejak awal sampai berakhirnya

pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif sesudah meningalkan lapangan.

Data yang berupa kata-kata/kalimat dari observasi, wawancara dan dokumentasi

diolah menjadi kalimat-kalimat yang bermakna dan dianalisis secara kualitatif.

Matthew dan Michael (dalam Patilima, 2005: 98) Terdapat tiga jalur analisis data

kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan data, dan merinci data kasar dari hasil catatan lapangan,

catatan wawancara, dan catatan dokumentasi. Data-data yang telah

didapatkan dipilih yang penting dan membuang yang tidak diperlukan serta

dipilih tema dan polanya berdasrkan data-data tersebut.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, didapat data-data yang berguna untuk

penelitian. Proses selanjutnya adalah proses penyajian data. Data-data yang

masih berupa catatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara diubah kedalam

bentuk narasi. Kemudian data yang telah tersaji dalam bentuk narasi

dianalisis secara mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan
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Setelah data yang didapat dan dianalisis secara mendalam, maka langkah

selanjutnya dalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan

kemungkinan berubah saat penelitian dilapangan, tetapi jika kesimpulan yang

didapat pada tahap awal konsisten saat penelitian kembali dilapangan maka

kesimpulan yang dikemukakan bersifat kredibel.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Malang

Pada Tahun 2007 muncul sebuah peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 41

tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah yang mana dibuat dengan tujuan

melakukan penataan organisasi perangkat daerahuntuk menguatkan kewenangan dan

akuntabilitas organisasi pemerintah daerah. Dikarenakan munculnya PP No. 41 tahun

2007 tersebut, maka terjadi penggabungan berbagai organisasi di berbagai daerah

yang didukung oleh Peraturan Daerah (PerDa) masing-masing daerah. Di daerah

kabupaten Malang sendiri, pada tahun 2008 terjadi penggabungan antara 4 organisasi

yaitu:

1. Kas Daerah (KASDA)

2. Bagian Perlengkapan

3. Bagian Keuangan

4. Dinas Pendapatan

Dikarenakan penggabungan 4 organisasi tersebut maka terbentuklah Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) yang mana didasari oleh

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam

membantu mengelola keuangan Kabupaten Malangyang hingga sekarang memiliki 7

(tujuh) UPTD yang membantu pelaksanaan tugas operasionalnya yang meliputi:

1. UPTD Pujon

2. UPTD Singosari

3. UPTD Tumpang
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4. UPTD Bululawang

5. UPTD Turen

6. UPTD Kepanjen

7. UPTD Pagak

Dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya, Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Asset Kabupaten Malang dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Dinas DPPKA dan dibantu

dengan 6 (enam) Bidang antara lain:

1. Bidang Pendapatan

2. Bidang Anggaran

3. Bidang Kekayaan

4. Bidang Pembukuan dan Verifikasi

5. Bidang Investasi

6. Serta Sekretariat DPPKA

2. Visi dan Misi Dinas

Misi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang

adalah “Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah”

Sedangkan visi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Malang yaitu:

a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM

b. Meningkatkan prestasi dan pelayanan

c. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan
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3. Wilayah kerja UPTD Pendapatan Singosari

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang No. 4 Tahun 2009 tentang Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang pasal 4 wilayah kerja UPTD

Pendapatan Singosari sendiriterbagi menjadi 4 kecamatan yaitu Kecamatan

Singosari, Lawang, Dau, dan Karangploso yang mana masih terbagi lagi menjadi

beberapa kelurahan yaitu:

a. Kecamatan Singosari meliputi Pagentan, Candi Renggo,

Baturetno, Losari, Gunungrejo, Toyomarto, Klampok, Tamanharjo,

Wonosari, Purwosari, Dengkol, Randuagung, Tunjungtirto, Langlang,

Banjararum, Watugede, dan Ardimulyo.

b. Kecamatan Lawang meliputi Bedali, Kalirejo, Lawang, Srigading,

Ketandan, Sumberporong, Turirejo, Mulyorejo, Mulyoarjo, Sidodadi,

Sumberngepuh, Wonorejo, dan Sidoluhur.

c. Kecamatan Dau meliputi Kucur, Landungsari, Mulyoagung,

umbersekar, Tegalweruh, Petungsewu, Karangwidoro, Kalisongo,

Gadingkulon, dan Selorejo.

d. Kecamatan Karangploso meliputi Girimoyo, Twangargo,

Ngijo, Kepuharjo, Ngenep, Donowarih, Ampeldento, Bocek dan

Tegalgondo
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4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dan Tata Tertib

UPTD Singosari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Malang

Gambar 4.1

Struktur Organisasi UPTD Singosari DPPKA Kabupaten Malang
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Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pimpinan tertinggi dalam Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang adalah kepala

dinas DPPKA Kabupaten Malang, sedangkan UPTD Singosari dipimpin oleh

Kepala UPT yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Dinas atas

segala kegiatan yang berlangsung di dalam UPTD Singosari. Kepala UPTD

Singosaridalam menggerakan UPTD Singosari dibantu oleh bawahannya yaitu

Kepala Tata Usaha (TU) dan petugas PPTOK.

a. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKA Kabupaten Malang, UPTD Singosari

dan Masing-Masing Bagian di dalam UPTD Singosari

Tugas pokok dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset

(DPPKA) Kabupaten Malangsecara umum diatur dalam Peraturan Bupati Malang

No.22 Tahun 2008 yang mana telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Malang

No. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset. Tugas Pokok dari  DPPKA Kabupaten Malang

sesuai dengan pasal 5 Peraturan Bupati Malang No. 39 Tahun 2012 adalah :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.
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Dalam menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,

maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi

yang juga diatur di dalam Peraturan Bupati Malang No 39 Tahun 2012 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Malang tepatnya pada pasal 6. Fungsi tersebut adalah:

1. Pengumpulan, Pengelolaan dan Pengendalian data yang berbentuk data

base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;

2. Perencanaan Strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Asset;

3. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Asset;

4. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum bidang

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

5. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset;

6. Penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

7. Pelaksanaan kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta penghapusan

barang milik Daerah.
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Sedangkan Tugas pokok dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) daerah

Kabupaten Malang diatur didalam Peraturan Bupati Malang No. 4 Tahun 2009

tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang pasal 12. Tugas

pokok tersebut adalah:

1. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Asset di bidang pendapatan daerah meliputi: pemungutan dan

penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain - lain yang

sah.

2. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

bidang dan tugasnya.

Untuk memperlancar tugas pokok yang diberikan dari dinas kepada UPTD

maka UPTD juga memiliki fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Malang

No. 4 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan

Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang

Pasal 13. Fungsi UPTD yaitu :

1. Pelaksana teknis bidang perencanaan.

2. Pelaksana teknis bidang pendataan.

3. Pelaksana teknis bidang penagihan.

4. Pelaksana teknis bidang penyetoran.

5. Pelaksana teknis bidang pembukuan.



77

6. Penyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggung jawaban realisasi

pendapatan.

7. Penyelenggara pengawasan danpengendaliandalam bidang pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari UPTD itu sendiri yang

mana tugas pokok dan fungsi dari UPTD tersebut untuk mendukung tugas pokok

dan fungsi Dinas, maka di dalam UPTD terdapat beberapa bidang yang memiliki

peran masing-masing yang saling melengkapi demi kelancaran dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari UPTD tersebut. Berdasarkan struktur

organisasi UPTD pada point A, bidang-bidang tersebut antara lain kepala dinas,

kepala UPTD, kepala TU, dan petugas Pelaksana Teknis Operasional Kecamatan

(PPTOK). Berikut adalah peran masing-masing bidang tersebut menurut

Peraturan Bupati Malang No. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. Tugas Pokok dari

DPPKA Kabupaten Malang dan Peraturan Bupati Malang No. 4 Tahun 2009

tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang :

1. Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Malang No 39 Tahun

2012tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset. Tugas Pokok DPPKA Kabupaten Malang pasal 7

ayat 1, tugas seorang kepala Dinas DPPKA Kabupaten Malang adalah:
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a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan

mengkoordinasikan pelaksanaan  tugas-tugas   Pendapatan,

Anggaran,  Kekayaan  Daerah, Verifikasi dan Pembukuan serta

investasi.

b. Melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

2. Kepala UPTD

Kepala UPTD berdasarkan Peraturan Bupati Malang No. 4 Tahun 2009

tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang pasal 14

memiliki tugas pokok sebagai berikut :

a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pendapatan, anggaran

dan pembukuan

b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas

sesuai bidang dan tugasnya.

3. Kepala Tata Usaha

Kepala Tata Usaha Peraturan Bupati Malang No. 4 Tahun 2009 tentang

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang pasal 16

memiliki tugas
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sebagai berikut:

a. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian,

keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTDPendapatan

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD

sesuai bidang dan tugasnya

4. Petugas Pelaksana Teknis Operasional Kecamatan (PPTOK)

PPTOK atau Petugas Pelaksana Teknis Operasional Kecamatan

berdasarkan Peraturan Bupati Malang No. 4 Tahun 2009 tentang Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang pasal 17 memiliki

tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan pendataan potensi obyek Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

b. Melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang(SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

c. Melaksanakan penangihan atas SPPT dan PBB

d. Melaksanakan pemungutan  dan Retribusi Daerah

e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala sesuai

bidang dan tugasnya

.
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b. Tata Tertib dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Malang

Tata tertib pada dasarnya merupakan suatu peraturan yang harus ditaati oleh

setiap pegawai yang bersangkutan dengan organisasi yang membuat tata tertib

tersebut demi menunjang kedisiplinan pegawai.Tata tertib yang diberlakukan bagi

Pegawai Negara Sipil (PNS) secara keseluruhan tercantum di dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil. Dalam PP tersebut dicantumkan apa saja yang kewajiban dan yang

harus dilakukan oleh PNS serta sanksi apa yang dapat dikenakan kepada PNS bila

melanggar kewajibannya. Berikut adalah tata tertib PNS dan sanksi terhadap

pelanggar tata tertib berdasarkan PP No 53 Tahun 2010 tersebut:

1. Berdasarkan pasal 3 PP No. 53 Tahun 2010 setiap PNS wajib :

a. Mengucapkan sumpah/janji PNS

b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan

c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Pemerintah

d. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan

e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab

f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS

g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,

seseorang, dan/atau golongan



81

h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut

perintah harus dirahasiakan

i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

kepentingan negara

j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada

hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil

k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja

l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan

m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan

sebaik-baiknya

n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas

p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan

karier

q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang
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1. Berdasarkan pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 sanksi PNS dapat digolongkan

menjadi :

b. Hukuman disiplin ringan terdiri dari :

1) Teguran lisan

2) Teguran tertulis

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis

c. Hukuman disiplin sedang terdiri dari :

1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

c. Hukuman disiplin berat terdiri dari :

1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah

3) Pembebasan dari jabatan

4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

sebagai PNS

5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

3. Berdasarkan pasal 8 PP No. 53 Tahun 2010 Hukuman disiplin ringan

Hukuman Disiplin Sedang dapat dijatuhkan bagi PNS yang melanggar

kewajiban berikut:

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
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Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit

kerja

b. Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

unit kerja

c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerja

d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran

berdampak negatif pada unit kerja

e. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,

seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

f. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut

perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja



84

h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada

hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerja

i. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

1) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang

sah selama 5 (lima) hari kerja

2) teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang

sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja

3) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk

kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15

(lima belas) hari kerja

j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan

sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

k. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

l. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan

dengan tidak sengaja



85

m. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan

karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila

pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja

n. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

4. Berdasarkan pasal 9 PP No. 53 Tahun 2010  Hukuman Disiplin Sedang

dapat dijatuhkan bagi PNS yang melanggar kewajiban berikut :

a. Mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

angka 1, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah

b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah

c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi

yang bersangkutan

d. Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi

instansi yang bersangkutan

e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak

negatif bagi instansi yang bersangkutan

f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran

berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan

g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,

seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang

bersangkutan

h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut

perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang

bersangkutan;

i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,

apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang

bersangkutan

j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada

hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada instansi yang bersangkutan; 11. masuk kerja dan menaati

ketentuan jam kerja sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS

yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam

belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja

2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh

satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja

3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26

(dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja

k. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja

pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai

dengan 50%

l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan

sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang

bersangkutan

m. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan
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n. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan

dengan sengaja

o. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan

karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila

pelanggaran dilakukan dengan sengaja

p. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

5. Berdasarkan pasal 10 PP No. 53 Tahun 2010 Hukuman Disiplin Berat

dapat dijatuhkan bagi PNS yang melanggar kewajiban berikut :

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

pemerintah dan/atau Negara

b. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada pemerintah dan/atau Negara

c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada pemerintah dan/atau Negara
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d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran

berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara

e. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,

seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah

dan/atau Negara

f. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut

perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah

dan/atau Negara

g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau

Negara

h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada

hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada pemerintah dan/atau Negara

i. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 angka 11 berupa :
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1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31

(tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja

2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau

fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari

kerja

3) Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan

struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa

alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45

(empat puluh lima) hari kerja

4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh

enam) hari kerja atau lebih

j. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja

pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen)

k. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan

sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau

Negara
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l. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

m. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri tersebut maka dapat dilihat bahwa setiap daerah memiliki

wewenang untuk menetapkan peraturan di dalam dinas selama peratrna tersebut

tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut.

Di dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Malang, terdapat beberapa tata tertib yang harus dipatuhi sebagai seorang PNS.

Peraturan tersebut dicantumkan di dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 3

Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2005

tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang dan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun

2011 tentang Pakaian Dinas Negeri Sipil dan Pejabat di Lingkungan Kabupaten

Malang. 2 Peraturan Bupati tersebut mencatumkan tentang seragam dinas yang

harus di pakai oleh PNS di hari hari tertentu dan jam kerja PNS di hari-hari

tertentu.
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Berikut adalah jam kerja serta seragam dinas yang harus dipakai oleh PNS

berdasarkan 2 Peraturan Bupati tersebut :

a) Ketentuan Presensi Pagi

i. Hari Senin - Kamis : Pukul 06.30 – 07.45

ii. Hari Jumat : Pukul 06.00 – 07.20

b) Ketentuan Jam Masuk Kantor

i. Hari Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 16.00

ii. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 15.00

c) Ketentuan Seragam Kerja dan Kelengkapannya

i. Hari Senin - Selasa : Pakaian Dinas Harian

ii. Hari Rabu – Jumat : Pakaian Batik, bawahan gelap

iii. Setiap Tanggal 17 : Pakaian KORPRI atasan lengan panjang,

bawahan biru dongker wajib mengenakan

songkok hitam bagi yang berkerudung

mengenakan warna biru dongker

iv. Kelengkapan Atribut Pakaian Dinas :

1) Wajib menggunakan sepatu hitam, kaos kaki hitam

2) Untuk laki-laki wajib mengenakan ikat pinggang berwarna hitam

3) Wajib menggunakan lencana KORPRI, papan nama, dan tanda

pengenal SKPD

d) Ketentuan Seragam Olah Raga

i. Jumat Minggu 1 : Atasan kaos kuning putih lenagn panjang,
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bawahan celana training hitam kuning

bertuliskan DPPKA

ii. Jumat Minggu 2 : Atasan kaos hitam kuning, bawahan

celana

training hitam bergaris kuning dan merah

iii. Jumat Minggu 3 : Atasan kaos kuning madep mantep,

bawhaan

celana training hitam kuning bertuliskan

DPPKA

iv. Jumat Minggu 4 : Atasan kaos orange hitam, bawahan

celana

training hitam bergaris orange

v. Jumat Minggu 5 : Atasan kaos putih orange, bawahan

celana

training hitam bergaris orange

e) Ketentuan Surat Ijin Tidak Masuk Kantor

i. Pengajuan surat ijin tidak masuk kantor :

1) Pengajuan surat ijin tidak masuk kantor yang direncanakan

dilakukan dua hari sebelum melaksanakan ijin tidak masuk

kantor

2) Surat ijin tidak masuk kantor hanya berlaku dua hari, selebihnya

dianggap cuti
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ii. Surat tidak masuk kantor untuk alasan sakit :

1) Surat tidak masuk kantor untuk alasan sakit hanya berlaku dua

hari, selebihnya harus melampirkan surat keterangan dokter.
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B. Penyajian Data

1. Komunikasi antara Pimpinan dan Pegawai UPTD Singosari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

a. Komponen Komunikasi

Komunikasi memiliki lima komponen menurut Harold Lasswell (Effendy,

2004:253) yaitu komunikator, pesan, saluran atau media, komunikan dan efek.

Berikut hasil penelitian mengenai proses komunikasi Pada UPTD Singosari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang dilihat dari

beberapa komponen yang dikemukakan oleh Harold Lasswell.

1. Komunikator

Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi,dalam

kegaitan kerja keseharian UPTD Pendapatan kecamatan Singosari yang menjadi

komunikator adalah kepala UPTD. Effendy (2007:306) mengungkapakan

komunikator yang ber-ethos menunjukkan bahwa dirinya mempunyai itikad baik,

dapat dipercaya dan mempunyai kecakapan dan keahlian.

Sebagai pimpinan, Kepala UPTD Singosari menyampaikan informasi tentang

rencana kegiatan harian yang akan dilakukan oleh pegwai UPTD Pendapatan

Singosari. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan pak Djarot Eko Wijtjaksono

sebagai kepala UPTD Singosari, beliaulah yang berinisiatif memulai kegiatan

komunikasi sehari-hari. Beliau menambahkan bahwa baru selesai melakukan

pelatihan kepemimpinan selama tiga bulan dalam rangka meningkatkan kualitas

dan kapabilitas beliau sebagai pimpinan UPT Pendapatan Singosari.
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“Komunikasi saya dengan staf setaiap hari, jadi komunikasi
berlangsung setiap hari berbicara dengan staf langsung,
dikarenakan di UPTD Pndapatan Singosari ini sebagai pelaksana
lapangan pemungutan pajak baik PBB maupun PAD. Pada
kesempatan tersebut saya menyampaikan arahan secara umum
tentang kegitan yang akan dilakukan disini. Saya baru selesai
sekolah kepemimpinan, saya meningalkan organisasi selama 4
bulan, itupun wewenangnya dialihkan kepada Kepala Tata Usaha
(KTU) selaku orang nomor 2 di UPTD Singosari. ” (Kepala UPTD)

Salah satu pegawai UPTD Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Asset Irfan Indrayanto yang menjabat sebagai salah satu staf tata usaha (TU).

Beliau mengatakan bahwa secara umum kegiatan pegawai sama setiap hari yang

secara garis besar pimpinan memberikan perintah maupun tugas setiap hari.

Perintah tersebut langsung dilaksankan oleh pegawai UPTD Pendapatan

Singosari. Namun apabila ada tugas khusus Kepala UPTD Singosari Memamggil

langsung pegawai yang bersangkutan dan memberikan arahan maupun perintah.

“Kegiatan pegawai UPTD Singosari bisa dikatakan secara umum
sama yaitu memungut pajak dari wajib pajak seperti yang
diperintahkan oleh pak Djarot selaku kepala UPTD. Biasanya
pimpinan memberikan tugas dan arahan setelah menerima perintah
dari dinas, kemudian disamapaikan pada kami. Secara garis besar
perintah pimpinan disampaikan secara umum setiap hari kepada
para pegawai. Kemudian pegawai langsung melaksanakan perintah
tersebut. Untuk perintah khusus pimpinan biasanya langsung
memanggil petugas yang bersangkutan untuk menerima tugas” (P1)

Dari pernyataan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pegawai mengeri dan

memahami perintah dari pimpinan yaitu kepala UPTD Singosari. Dengan

langsung melaksanakan perintah yang beliau berikan, karena hal tersebut

merupakan tugas maupun kegiatan rutin sehari-hari yang biasa dilakukan oleh

seluruh pegawai UPTD Pendapatan Singosari.
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Senada dengan hal tersebut pak Akbar Wijaya salah satu pegawai yang

bertugas  sebagai Petugas Pelaksana Teknis Operasional Kecamatan (PPTOK)

yang bertugas sebagai seksi penagihan di kecamatan Singosari. Beliau

mengatakan bahwa pimpinan memberikan tugas dan arahan secara umum setiap

hari yang merupakan tugas maupun kegiatan rutin keseharian yang dilakukan oleh

pegawai.

“Pak Djarot selaku pimpinan secara umum memberikan tugas dan
arahan setiap hari kepada pegawai yang merupakan tugas rutin
sehari-hari pegawai. Kemudian pegawai melakukan tugas masing-
masing yang merupakan kegiatan rutin mereka.” (P2)

Dari beberpa pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kepala UPTD

Singosari bertindak sebagai Komunikator berinisiatif melakukan komunikasi

dengan memberikan arahan umum maupun perintah kepada pegawai setiap hari.

Kemudian pegawai melaksanakan tugas tersebut yang merupakan kegiatan rutin

harian mereka. Hal ini menunjukkan pegawai mengerti dan memahami tugas yang

diberikan pimpinan. Maka dari beberapa pernyataan tersebut menyimpulkan

bahwa pimpinan mempunyai itikad baik dengan orang yang pertama berinisiatif

melakukan komunikasi. Dan untuk meningkatkan keahlian dan kecakapannya

Kepala UPTD Singosari melakukan pelatihan selama empat bulan sehingga

diharapkan kepercayaan pegawai dapat meningkat terhadap pimpinan.
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2. Pesan

Pesan (message) merupakan pernyataan dalam komunikasi yang didukung oleh

lambang, bahasa, gambar, dan sebagainya. Komponen ini merupakan hal yang

penting untuk komunikasi. Pesan harus jelas untuk dapat dimengerti, hal ini

sangat penting dimana UPTD Singosari merupakan lembaga yang berkaitan

dengan pajak dan pendaptan daerah. Pesan yang terdapat dalam UPTD Singosari

dapat berupa pesan verbal maupun non verbal yaitu berupa isyarat maupun gestur

yang dilakukan pimpinan. Pesan ini disampaikan oleh Kepala UPTD Singosari

selaku komunikator di UPTD Singosari. Pesan verbal biasanya berupa perintah,

arahan laporan-laporan, dokumen perizinan dan sebagainya., sedangkan pesan non

verbal merupakan pelengkap seperti isyarat maupun gestur untuk menggambarkan

sesuatu, Seperti yang diungkapkan oleh pak Djarot Eko Wisjaksono selaku ketua

UPTD Singosari mengatakan bahwa komunikasi dengan pegawai secara umum

menyangkut pekerjaan keseharian serta perintah dan arahan. Hal yang paling

banyak dibicarakan adalah laporan-laporan mengenai keuangan serta evaluasi

bulanan.

“Komunikasi saya dengan pegawai menyangkut pekerjaan. Untuk
lebih jelasnya saya biasanya memanggil pegawai yang
bersangkutan keruangan saya untuk membicarakan rincian tentang
pekerjaan. Hal yang paling banyak saya diskusikan dengan
pegawai mengenai laporan keuangan, baik harian, mingguan dan
bulanan. Terlebih lagi apabila ada tugas khusus atau arahan yang
diberikan oleh pusat untuk disampaikan kepada semua pegawai.
Untuk pegawai yang sering saya temui atau berkomunikasi adalah
staf keuangan dalam hal ini bendahara” ( Kepala UPTD)

Senada dengan Kepala UPTD Singosari pak Irfan Indrayanto selaku sataf tata

usaha yang menjabat sebagai bendahara dua di UPTD Singosari menyatakan
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bahwa beliau sering berkomunikasi dengan pimpinan yaitu kepala UPTD

Singosari karena jabatan beliau sebagai bendahara. Lebih lanjut mengatakan

bahwa awal mulanya laporan untuk kepala UPTD hanya diberikan setaiap minggu

atau bulanan, namun setelah mendapatk arahan dari pusat dan kepala UPTD setiap

petugas diharuskan untuk menyetor laporan maupun hasil penerimaan pajak setiap

hari baik dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pajak hotel, reklame, hiburan,

parkir dan sebagainya.

“Komunikasi saya dengan pimpinan cukup sering sebab saya
sebagai bendahara dua sering melaporkan hasil pendapatan uang
pajak. Pajak tersebut dari semua kategori reklame, parkir, hotel dan
sebagainya. Awalnya laporan mengenai pendapatan pajak hanya
dilakukan seminggu maupun sebulan setelah direkapitulasi. Akan
tetapi setelah diharuskan laporan setiap hari oleh pusat pak Djarot
mengatakan setiap pegawai lapangan harus menyetorkan hasil
pemungutan pajak mereka setiap hari kepada staf TU (Tata Usaha)
kemudian dilanjutkan atau diserahkan kepada pimpinan.” (P1)

Pak Akbar Wijaya selaku pegawai yang bertugas langsung dilapangan

menambahkan bahwa pimpinan meminta setiap pegawai baik yang bekerja

dilapangan maupun staf TU (Tata Usaha) untuk mengisi presensi sebanyak empat

kali dalam sehari sebagai bukti kehadiran dan pengawasan terhadap semua

petugas terutama petugas lapangan yang sering berada diluar kantor. Lebih lanjut

dia mengatakan bahwa setiap petugas lapangan mempunyai buku tugas harian

diman buku tersebut berisi tentang kegiatan harian yang dilakukan oleh pegawai

yang kemudian dilaporkan kepada kepala TU (Tata Usaha) sebagai laporan

pertanggung jawaban kerja harian mereka.

“Setiap hari kita harus lapor terlebih dahulu kepada pimpinan. Kita
juga punya buku harian kerja, dari situ mungkin ada wajib pajak
yang tidak bisa kita temui kita juga laporkan kepada pimpinan.
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Disini juga diberlakukan empat kali presensi jadi dalam satu hari
setiap presensi pagi siang sebelum istirahat kemudian kita presensi
lagi setelah istirahat dan terakhir ketika akan pulang. Kita disini
menangani 9 macam pajak, jadi kita setiap harinya kegiatan ditulis
dengan buku harian kerja, diparaf oleh Kepala Tata Usaha (KTU)
dan pada akhir minggu diparah oleh Kepala UPTD selaku
pimpinan.” (P2)

Setelah melakukan observasi peneliti menemukan bukti-bukti tentang apa yang

dibicarakan oleh narasumber sekaligus pegawai UPTD Singosari berupa

dokumen-dokemen laporan pendapatan pajak, presensi, dan juga buku harian

kerja pegawai. Berikut beberapa bukti yang peneliti dapatkan dari observasi

lapangan yang peneliti lakukan.

Gambar 4.2

Laporan Pertanggungjawaban Bulan  Maret
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Gambar 4.3
Laporan Pertanggungjawaban Bulan April

Gambar 4.4
Laporan pertanggungjawaban Bulan Mei
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Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulakan bahwa sebagian besar

pesan yang disampaikan oleh pimpinan selaku komunikator merupakan perintah

kepada pegawai untuk melaksanakan tugas keseharian UPTD pendapatan

Singosari yaitu  pemungutan pajak pada ruang lingkup kerja wilayah UPTD

Singosari. Perintah tersebut juga termasuk dalam menjalankan kedisiplinan

dengan memeberikan beberapa aturan dan sarana penunjang aturan tersebut untuk

membuktikan pertanggungjawaban setiap pegawai UPTD Pendapatan Singosari.

3. Media

Media merupakan sarana atau saluran yang mendukung pesan bila saat

melakukan komunikasi jauh tempatnya atau banyak jumlahnya, maka diperlukan

media sebagai penyampai pesan. Sarana komunikasi yaang dipakai oleh Kepala

UPTD Singosari selaku pimpinan organisasi adalah melalui komunikasi langsung

kepada pegawai secara formal. Untuk komunikasi jarak jauh Kepala UPTD

menggunakan media telekomunikasi seperi telepon genggam atau smart phone

dan juga pesan elektronik. Untuk forum yang digunakan seperti forum resmi apel

pagi, dan juga rapat rutinitas menggunakan salahsatu ruang karyawan UPTD

Singosari.

“Media komunikasi yang saya gunakan untuk berkomunikasi
dengan pegawai formal saja dengan langsung berkomunikasi secara
verbal dengan pegawai yang bersangkutan. Kalau komunikasi jarak
jauh sekarang kan sudah ada telepon genggam yang dapat
digunakan kapan saja. Juga seperti yang saya sampaikan
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sebelumnya apel pagi juga merupakan sarana saya untuk
berkomunikasi secara langsung kepada seluruh pegawai. Selain itu
kita juga sering melakukan rapat baik rapat rutinitas maupun rapat
khusus sebagai sarana berkomunikasi kepada seluruh pegawai
disini.” (Kepala UPTD)

Hal tersebut juga disampaikan oleh pak Akbar Wijaya selaku petugas lapangan

penarikan pajak di UPTD Singosari, bahwa komunikasi yang dilakukannya

dengan pimpinan yaitu ketua UPTD Singosari hanya dengan komunikasi verbal

secara langsung ketika bertemu pimpinan. Untuk komunikasi jarak jauh saat

memerlukan pendapat pimpinan ketika berada dilapangan menggunakan media

telekomunikasi berupa telepon genggam.

“Komunikasi saya dengan pimpinan biasa saja, secara formal tatap
muka jika ada yang perlu diinformasikan, komunikasi kami sebagai
tugas lapangan bisa dibilang jarang karena kerja kita dilapangan.
Mungkin kami akan menghubungi pimpinan ketika terjadi masalah
saat dilapangan maka kita menelpon pimpinan. selain itu apel pagi
dan rapat juga mungkin menjadi forum komunikasi kami secara
langsung dengan pimpinan karena kerja kita kebanyakn
dilapangan.” (P2)

Begitu juga dengan pak Irfan yang menjadi salah satu staf tata usaha

mengatakan bahwa komunikasinya dengan pimpin yaitu ketua UPTD Singosari

secara tatap muka karena seringnya pegawai tata usaha bertemu dengan kepala

UPT Singosari.

“Sebagai bendahara penerimaan komunikasi saya dengan pimpinan
cukup sering karena saya harus melaporkan hasil dari penarikan
pajak kepada bliau. Untuk media yang digunakan secara langsung
saja tatap muka karena seing ketemu, berbeda dengan petugas
lapangan yang selalu diluar kantor. Untuk komunikasi jarak jauh
secara umum  biasa saja menggunakan HP (Hand Phone) apabila
beliau ada diluar kantor.” (P1)
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Kepala UPTD Singosari pak Djarot Eko Widjaksono juga menambahkan

bahwa buku harian kerja pegawai juga merupakan media komunikasi dirinya

dengan pegawai sebab dengan buku tersebut beliau jadi tahu bgaimana pekerjaan

dan kinerja pegawainya sehari-hari. Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa buku

harian tersebut sebagai evaluasi kinerja pegawai sehingga apabila ada pegawai

yang kinerjanya kurang baik akan ditegur dan dimasukkan kedalam buiku

evaluasi pegawai.

“Buku harian kerja pegawai juga merupakan media komunikasi
pegawai dengan saya, sebab dengan buku tersebut saya dapat
mengetahui kinerja setiap pegawai dan apabila ada pegawai yang
melakukan pelanggaran akan dimasukkan kedalam buku evaluasi
pegawai sehingga menjadi teguran dan menjadi pertimbangan
untuk sanksi yang akan diberikan.” (Ketua UPTD)

Setelah melakukan observasi dan mengambil beberapa gambar tentag

pernyataan-pernyataan pegawai dan Kepala UPTD Pendapatan Singosari. Berikut

gambar buku evaluasi kerja dan beberapa tempat dan ruangan yang digunakan

pegawai UPTD Singosari untuk melakukan komunikasi.
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Gambar 4.5
Buku Evaluasi Pegawai
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Gambar 4.6
Ruangan Pegawai sekaligus Rapat

Gambar 4.7
Gambar Halaman Depan yang digunakan Apel Pagi
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Dari semua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media komunikasi

Kepal UPTD Pendapatan Singosari dengan pegawai cukup memadai. Media

komunikasi yang digunakan pegawai UPTD Singosari cukup umum, sebagaimana

sebuah organisasi pemerintahan umumnya. Media komunikasi tersebut dapat

dibilang cukup baik sebab tidak hanya pimpinan yang memulai komunikasi

melainkan pegawai juga.

4. Komunikan

Komunikan (communicant, receiver) adalah orang yang menerima pesan atau

informasi dari komunikator. Komunikan yang baik bisa menerima dan

melaksanakan pesan dari komunikator. Komunikan pada UPTD Pendapatan

Singosari adalah seluruh pegawai. Pegawai-pegawai tersebut terdiri dari staf tata

usaha dan pegawai PPTOK yaitu pegawai yang bertugas dilapangan. Hal tersebut

disampaikan oleh Djarot Eko Widjaksono selaku kepala Kepala UPTD Singosari.

Beliau menyampaikan bahwa sebagian besar pegawai dapat menerima dan

melaksanakan tugas dengan baik, namun ada beberapa pegawai yang belum

maksimal dalam melaksankan tugas yang diberikan.

“Secara keseluruhan pegawai sudah melaksanakan tugasnya
dengan baik, mungkin ada beberapa satu dua pegawai yang belum
maksimal karena SDM mereka yang kurang. Misalnya sulit
berkomunikasi dengan wajib pajak .” (Kepala UPTD)

Berikut beberapa gambar hasil observasi peneliti mengenai komunikan yaitu

pegawai UPTD Pendapatan Singosari baik staf tata usaha maupun pegawai

lapangan (PPTOK).
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Gambar 4.8
Pegawai UPTD Singosari bagian Tata Usaha
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Gambar 4.9
Staf Operasional Kerja UPTD Singosari

5. Efek

Efek komunikasi merupakan pengaruh yang ditimbulkan oleh pesan yang

disampaikan komunikator terhadap komunikan. Pesan yang disampaikan oleh

Kepala UPTD Singosari berupa tugas, arahan dan sebagainya, berdampak pada

kinerja pegawai UPTD Singosari. Seperti aturan absensi empat kali sehari yang

diterapkan di UPTD Singosari menjadikan pegawai lebih disiplin dalam hal ini

juga berfungsi pengawasan kepada pegawai operasional yang bekerja dilapangan

agar tidak menyalah gunakan waktunya ketika berada diluar kantor. Begitu juga

dengan buku kegiatan harian kerja pegawai, merupakan bentuk kontrol kepala

UPTD Singosari untuk melihat dan mengevaluasi setiap individu pegawai tentang

kinerja mereka. Berikut pernyataan pak Djarot Eko Widjaksono fungsi dari
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presensi dan dan buku kegiatan harian kerja pegawai sebagai kontrol dan

pengawasan untuk kinerja pegawai.

“Kami menggunakan peraturan absensi empat kali sehari bagi
setiap pegawai UPTD Singosari untuk mengetahui keberadaan dan
mengetahui apa yang mereka kerjakan pada hari itu. Begitu juga
dengan buku harian kerja pegawai untuk mengontrol kegiatan
setiap pegawai. Dalam buku tersebut ditulis semua kegiatan mereka
setiap hari seperti pergi ke mana mereka dan jam berapa serta
berapa hasil penarikan pajak yang mereka dapatkan pada hari itu.”
(Kepala UPTD)

Salah satu staf tata usaha pak Irfan Indrayanto sebagai Bendahara penerimaan

menyampaikan bahwa sebelumnya laporan maupun setoran hasil penarikan pajak

yang diterima UPTD Singosari dilakukan paling cepat perminggu bahkan bisa

sampai sebulan. Namun dia mengatakan bahwa sekarang untuk laporan dan

setoran keuangan harus dilakukan setiap hari sesuai dengan perintah dan

permintaan Kepala UPTD Pendapatan Singosari.

“Sebelum pak Djarot menjabat sebagai kepala di sini, setoran dan
laporan biasanya diberikan setelah terkumpul data selama
seminggu atau sebulan, namun setelah beliau menjabat sebagai
kepala, beliau meminta untuk laporan dan setoran dilakukan setiap
hari. Awalnya kami kewalahan karena hal tersebut masih baru bagi
kita.” (P1)

Hal senada juga disampaikan oleh Akbar Wijaya salah satu pegawai

operasional UPTD Pendapatan Singosari, dia mengatakan bahwa setiap pegawai

operasional diwajibkan untuk melaporkan hasil pemungutan pajak.

“Setiap hari kita harus lapor terlebih dahulu kepada pimpinan. Kita
juga punya buku harian kerja, dari situ mungkin ada wajib pajak
yang tidak bisa kita temui kita juga laporkan kepada pimpinan.
Disini juga diberlakukan empat kali presensi jadi dalam satu hari
setiap presensi pagi siang sebelum istirahat kemudian kita presensi
lagi setelah istirahat dan terakhir ketika akan pulang. Kita disini
menangani 9 macam pajak, jadi kita setiap harinya kegiatan ditulis



111

dengan buku harian kerja, diparaf oleh Kepala Tata Usaha (KTU)
dan pada akhir minggu diparah oleh Kepala UPTD selaku
pimpinan.” (P2)

Usaha untuk meningkatkan kedisiplinan yang dilakukan oleh Kepala UPTD

Singosari terbilang cukup berhasil karena sistem yang dia gunakan mengharuskan

semua pegawai untuk manaati tersebut. Hal tersebut juga berhasil mengontrol

kegiatan pegawai UPTD Singosari. Akan tetapi untuk efektivitas dari penerapan

aturan tersebut kurang baik, sebab dengan adanya aturan tersebut mengharuskan

para pegawai bolak-balik ke kantor khususnya para pegawai operasional lapangan

yang harus terjun kelapangan. Hal tersebut dapat menyita waktu banyak dan biaya

transportasi. Hal tersebut disampaikan oleh pak Akbar Wijaya yang bertugas pada

bagian operasional lapangan. Dia mengatakan bahwa jauhnya jarak antara kantor

dan wilayah yang mereka datangi untuk memungut pajak sering menghambat

mereka mendapatkan hasil maksimal dalam bekerja.

“Untuk aturan absensi empat kali sehari itu sedikit mengganggu
kerja kita dilapangan. Sebab sebagai petugas di lapangan mungkin
saja saya sangat jauh dari kantor dan mengharuskan untuk bolak-
balik kantor itu cukup menyita waktu dan tenaga.” (P2)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pesan dan arahan kepala UPTD Singosari

mengenai penerapan presensi sebanyak empat kali sehari berguna untuk

mengontrol kegiatan semua pegawainya. Akan tetapi hal tersebut mengakibatkan

ketiak efektifan bagi pekerjaan petugas operasional yang kebanyakan waktunya

melaksanakan tugas dilapangan.
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b. Arah Komunikasi

Sebagai pelaksana lapangan pemungutan pajak daerah pada kawasan

kecamatan, UPTD Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Malang memiliki tidak lebih dari tiga puluh pegawai. Dengan kecilnya

ruang lingkup organisasi yang ada maka komunikasi yang terjadi pada UPTD

Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang

terjadi dalam dua macam arah komunikasi.

1. Komunikasi Satu Arah

Komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari saru pihak

saja. Dalam hal ini Kepala UPTD Pendaptan Singosari bertindak sebgaia

komunikator dan pegawai menjadi komunikan. Akan tetapi pegawai tidak dapat

memberi tanggapan terhadap Kepala UPTD selaku komunikator.

“Komunikasi saya dengan staf setaiap hari, dikarenakan di
UPTD Pndapatan Singosari ini sebagai pelaksana lapangan
pemungutan pajak baik PBB maupun PAD. Jadi tugas secara
umum disampaikan dan berlangsung setiap apel pagi selaku
pemimpin berbicara dengan staf langsung.” (Kepala UPTD)

Menurut Purwanto (2006:5) beberpa bentuk komunikasi yang lazim digunakan

diantaranya komunikasi verbal, komunikasi non verbal, komunikasi dari atas

kebawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal dan komunikasi

diagonal. Dari pernyataan wawancara diatas mengindikasikan bahwa terdapat dua

bentuk komunikasi yang terjadai yaitu komunikasi verbal dan komunikasi dari

atas kebawah.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu pegawai UPTD Singosari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang menjabat sebagai salah satu
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staf tata usaha (TU). Beliau mengatakan bahwa pimpinan secara garis besar

memberikan perintah maupun tugas saat apel pagi dilaksanakan.

“Biasanya pimpinan memberikan tugas dan arahan setelah
menerima perintah dari dinas, kemudian disamapaikan pada
kita.....Secara garis besar perintah pimpinan disampaikan pada
saat apel pagi kepada para pegawai.” (P1)

Senada dengan hal tersebut salah satu pegawai yang bertugas  sebagai Petugas

Pelaksana Teknis Operasional Kecamatan (PPTOK) yang bertugas sebagai seksi

penagihan di kecamatan Singosari. Beliau mengatakan bahwa apel pagi

merupakan proses komunikasi antara pimpinan dan pegawai setiap hari.

“Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap pagi kita melakukan
apel pagi hal tersebut merupakan sarana yang dipakai pimpinan
untuk memberi tugas dan arahan setiap hari.” (P2)

Dari beberpa pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa apel pagi merupakan

media komunikasi pimpinan kepada seluruh pegwai dalam waktu bersamaan.

Salah satu kelebihan dari komunikasi satu arah adalah menyingkat waktu. Dengan

adanya apel pagi, maka pimpinan dapat memberikan perintah langsung kepada

pegawai dalam waktu bersamaan secara singkat.

2. Komunikasi Dua Arah

Jika komunikasi satu arah tidak memiliki timbal balik dari komunikan, maka

komunikasi dua arah sebaliknya. Apa yang disamapikan oleh komunikator

direspon oleh komunikan. Dengan kata lain komunikasi dua arah tidak hanya dari

atas kebawah melainkan juga dari bawah ke atas.

Pimpinan UPTD Singosari Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

dalam keseharian kerja tidak selamanya menjadi komunikator. Para staf maupun
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pegawai dapat juga menjadi komunikator saat mereka akan memberikan laporan

kepada pimpinan organisasi dalam hal ini yaitu kepala UPTD. Komunikasi

tersebut merupakan umpan balik dari perintah yang diberikan oleh pimpinan.

Setelah mengerjakan tugas dari pimpinan baik tugas keseharian maupun khusus

yang diberikan pimpinan, staf ataupun pegawai yang berkepentingan akan

melaporkan hasil kerja mereka sebagai pesan yang akan disamapaikan. Kemudian

media yang mereka gunakan untuk berkomunikasi sebagian besar menggunakan

media tulis atau cetak.

“Biasanya saya berkomunikasi dengan pimpinan untuk
melaporkan hasil kerja atau setoran baik harian atau bulanan,
atau setelah  adanya permasalahan, baru kita komunikasikan
dengan pimpinan untuk menemukan solusi terbaik akan masalah
tersebut....” (P1)

Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa di UPTD pendapatan Singosari

bentuk komunikasi yang terjadi tidak hanya dari atas kebawah. Bentuk

komunikasi yang terjadi di UPT Pendaptan Singosari juga berupa komunikasi dari

bawah keatas.

Dari sekian banyak pegawai maupun staf yang ada di UPTD Singosari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang, yang sering

berkomunikasi dengan pimpinan adalah staf yang berada bagian tata usaha (TU)

karena kegaian kerja mereka meliputi pencatatan hasil kerja dari petugas atau staf

yang bekerja dilapangan. Kemudian dari hasil kerja tersebut mereka laporkan

kepada pimpinan.

“Sebagai staf TU kami cukup sering berkomunikasi dengan
pimpinan. Saya sendiri sebagai bendahara pembantu di UPTD
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Pndapatan Singosari ini berkaitan langsung dengan pimpinan,
juga berada dibawah pengawasan langsung dari Kepala UPTD.
Sehingga jika terjadi sesuatu atau permasalahan supaya cepat
ditanggapi oleh pimpinan. Juga apa bila terjadi masalah
dilapangan segera menghadap beliau.” (P1)

Untuk petugas lapangan atau PPTOK berkomunikasi dengan pimpinan melalui

buku kegiatan harian mereka. Setiap pegawai dan staf UPTD Pendapatan

Singosari memiliki buku kerja harian. Buku tersebut merupakan catatan kegiatan

yang mereka lakukan setiap hari saat bekerja, apa yang mereka kerjakan dan

dimana mereka melakukan penagihan semua dicatat dan di paraf setiap hari oleh

KTU (Kepala Tata Usaha).

“...Setiap hari kita harus lapor terlebih dahulu kepada pimpinan.
Kita juga punya buku harian kerja, dari situ mungkin ada wajib
pajak yang tidak bisa kita temui kita juga laporkan kepada
pimpinan. Kita disini menangani 9 macam pajak, jadi kita setiap
harinya kegiatan ditulis dengan buku harian kerja, diparaf oleh
Kepala Tata Usaha (KTU) dan pada akhir minggu diparah oleh
Kepala UPTD selaku pimpinan.” (P2)

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa peroses komunikasi yang terjadi di

UPTD Pendapatan Singosari proses dan bentuk komunikasi yang terjadi berupa

komunikasi dua arah dimana sumber pesan tidak hanya dari atasan melainkan

juga dari pegawai dan media komunikasi yang dipakai berupa kegiatan rutin

apel pagi maupun rapat dan juga laporan hasil kerja di UPTD Pendapatan

Singosari selaku petugas lapangan pemungutan pajak.

c. Gaya Komunikasi

Gaya komunikasi merupakan cara komunikator berkomunikasi dengan

komunikan. Komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan atau kepala UPTD



116

Pendapatan Singosari dalam hal ini dapat diuraikan dengan gaya komunikasi yang

digunakan oleh beliau. Sendjaja (1996:143) mengungkapkan terdapat enam gaya

komunikasi yaitu, The controlling style, The equalitarian style, The structuring

style, The dynamic style, The relinquishing style dan The withdrawal style. Untuk

gaya komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan UPTD singosari bila dilihat dari

variabel komunikasi yang dilakukan menggunakan komunikasi The structuring

style yaitu dengan menekankan informasi pada tujuan organisasi, jadwal kerja,

aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi.

1. Tujuan Organisasi

Untuk melihat tujuan organisasi UPTD Pendaptan Kec. Singosari dapat dilihat

dari visi dan misinya. Misi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Malang adalah terwujudnya tertib administrasi pengelolaan

keuangan daerah. Sedangkan visi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kabupaten Malang yaitu:

a. Meningkatkan kualiatas dan profesionalisme SDM

b. Meningkatkan Prestasi dan Pelayanan

c. Meningkatkan Disiplin dan Kesejahteraan

Hal tersebut juga di ungkapakan oleh kepala UPTD Pendapatan Singosari

yang mengatakan bahwa tujuan organisasi UPTD Pendapatan Singosari adalah

tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan pelayanan

yang baik bagi wajib pajak.

“Tujuan organisasi di UPTD Singosari seperti yang tertulis
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah, dengan cara meningkatkan kualitas dan
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profesionalisme pegawai, pelayanan yang baik, serta disiplin
kerja.” (Kepala UPTD)

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan organisasi UPTD

Pendapatan Singosari adalah terciptanya tertib administrasi pengelolaan

keauangan daerah yang bersumber dari penarikan pajak. Serta peningkatan

pelayanan pajak bagi wajib pajak juga merupakan salah satu tujuan dari UPTD

Pendapatan Singosari.

2. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Malang terdapat tiga bagian yang bertugas di UPTD yaitu, kepala

UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, dan Pelaksana. Berikut tugas dan fungsi masing-

masing bagian tersebut.

Kepala UPTD Pendapatan Singosari mempunyai tugas:

a. memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas-tugas pendapatan, anggaran dan pembukuan

b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai

bidang dan tugasnya

Untuk Melaksanakan tugas tersebut Kepala UPTD memiliki fungsi

a. penyusun rencana kegiatan dalam bidang pendapatan

b. pelaksana kegiatan pendataan terhadap obyek pajak dan obyek retribusi

c. pelaksana penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
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Bagian Kedua yaitu Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan

serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Pendapatan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang

dan tugasnya

Bagian Ketiga Petugas Pelaksana mempunyai tugas:

a. melaksanakan pendataan potensi obyek Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

b. melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

(SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

c. melaksanakan penangihan atas SPPT dan PBB

d. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala sesuai bidang dan

tugasnya

Dari uraian diharapkan bahwa masing-masing bagian tersebut dapat

melaksanakan tugas dan fungsi yang dimilikinya secara maksinmal untuk

meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan pajak pada wilayah UPTD

Pndaptan Kec. Singosari.

3. Aturan dan Prosedur

Seperti yang disebutkan pada peraturan bupati no.4 tahun 2009 tentang Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
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dan Asset Kabupaten Malang secara umum aturan tentang tata kerja UPTD

Singosari terdapat pada pasal 18 yaitu:

“Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana
strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan
melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya
masing-masing”

Dari pasal tersebut secara umum Kepala UPTD Pendapatan Singosari

mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyusun rencana kerja wilayahnya

menyesuaikan dengan atau mengacu pada rencana strategis pusat yaitu Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten malang. Maka dari itu

segala aktifitas dan kegitan yang ada di UPTD Singosari harus selalu dilaporkan

kepada Kepala UPTD Singosari.

Sebagai salah satu contoh dari pelaksanaan prinsip koordinasi , integrasi dan

sinkronisasi secara vertical dan horizontal adalah pelaksanaan pelayanan

pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Dimana dimulai dengan petugas

lapangan yang menemui wajib pajak. Kemudian petugas menyerahkan bukti

pembayaran kepada bendahara penerimaan. Serta kemudian bendahara

penerimaan membuat laporan bulanan dan dilaporkan kepada Kepala UPTD

Pendapatan Singosari. Hal tersebut disampaikan oleh pak Andi Irvan selaku

bendahara penerimaan 2 beliau mengatakan bahwa laporan pada Kepala UPTD

Pendapatan Singosari dilakukan setiap hari.

“Komunikasi saya dengan pimpinan cukup sering sebab saya
sebagai bendahara dua sering melaporkan hasil pendapatan uang
pajak. Pajak tersebut dari semua kategori reklame, parkir, hotel
dan sebagainya. Awalnya laporan mengenai pendapatan pajak
hanya dilakukan seminggu maupun sebulan setelah
direkapitulasi. Akan tetapi setelah diharuskan laporan setiap hari
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oleh pusat pak Djarot mengatakan setiap pegawai lapangan
harus menyetorkan hasil pemungutan pajak mereka setiap hari
kepada staf TU (Tata Usaha) kemudian dilanjutkan atau
diserahkan kepada pimpinan.” (P1)

Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebelum masa

kepemimpinan pak Djarot Eko Widjaksono laporan mengenai hasil

penarikan pajak dilakukan setelah satu minggu atau sebulan setelah

rekapitulasi, akan tetapi setelah kepemimpinan beliau memberikan aturan

untuk melaporkan hasil penarikan pajak setiap hari di UPTD Pendapatan

Singosari. Berikut flowchart untuk pembayaran pajak bumi dan

bangunan.

Gambar 4.10
Alur Pembayaran PBB
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Selain hal tersebut Dari pemantapan struktur organisasi yang biasa digunakan

dalam gaya komunikasi The structuring style yang diterapkan di UPTD

Pendapatan Singosari. Berikut beberapa teknik komunikasi yang dilakukan oleh

UPTD Pendapatan Singosari pertama penggunaan buku kerja harian. Buku harian

kerja tersebut merupakan hasil kerja setiap pegawai setiap hari kemudian

dilaporkan kepada Kepala TU sebagai wakil Kepala UPTD dan dilaporkan kepada

Kepala UPTD seminggu sekali untuk dievaluasi serta diparaf langsung Kepala

UPTD setiap satu minggu sekali.

Gambar 4.11
Buku Kerja Harian Pegaawai UPTD Singosari
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Gambar 4.11
Buku Kerja Harian Pegawai UPTD Singosari

Kepala UPTD Pendapatan Singosari juga menerapkan sistem presensi empat

kali sehari yang merupakan salah satu bentuk komunikasi struktural dan sekaligus

pertangung jawaban pegawai kepada pimpinan dan lembaga
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Gambar 4.12
Presensi Pegawai UPTD Singosari

UPTD Pendapatan singosari juga menggunakan forum resmi sebagai wadah

komunikasi seluruh pegawai UPTD Pendapatan Singosari baik pimpinan staf tata

usaha dan pegawai lapangan untuk berkomunikasi seperti apel pagi dan rapat

rutinitas UPTD Pendapatan Singosari seperti yang di ungkapkan Kepala UPTD

Singosari.

“Apel pagi juga merupakan sarana saya untuk berkomunikasi
secara langsung kepada seluruh pegawai. Selain itu kita juga
sering melakukan rapat baik rapat rutinitas maupun rapat khusus
sebagai sarana berkomunikasi kepada seluruh pegawai disini.”
(Kepala UPTD)
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Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu pegawai lapangan pak Akbar

Wijaya bahwa apel pagi dan rapat rutinitas merupakan forum komunikasi yang

ada di UPTD Pendapatan Singosari.

“Apel pagi dan rapat juga mungkin menjadi forum komunikasi
kami secara langsung dengan pimpinan karena kerja kita
kebanyakn dilapangan.” (P2)

Dari beberapa pernyataan dan gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

teknik dan gaya komunikasi yang dipakai pimpinan UPTD Pendapatan Singosari

merupakan gaya komunikasi struktural dimana komunikasi yang dilakukan

terstruktur dan menggunakan media-media komunikasi resmi seperti laporan buku

kegiatan harian apel pagi dan rapat-rapat rutin di UPTD Pendapatan Singosari.

2. Hambatan Komunikasi Kepemimpinan pada UPTD Singosari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang

Hampir setiap lembaga mempunyai kendala masing-masing, salah satu yang

sering terjadi adalah permasalahan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah

masalah-masalah yang yang terjadi dan mengakibatkan ketidak lancaran proses

komunikasi. Setelah melakukan observasi di UPTD Pendapatan Singosari, peneliti

menemukan tiga hambatan yang terjadi antra lain intensitas pertemuan, sumber

daya manusia dan perbedaan jarak antara wilayah kerja dengan kantor.

a. Intensitas pertemuan antara pegawai dan kepala UPTD Singosari

Salah satu hambatan komunikasi yang dialami oleh pimpinan dan pegawai

UPTD Pendapatan Singosari adalah intensitas pertumuan mereka. Sebagai

petugas pemungutan pajak daerah, pegawai kebanyakan berada diluar kantor

terutama para petugas operasional. Wilayah kerja UPTD Singosari meliputi
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beberapa kecamatan yaitu, kecamatan Singosari, Lawang, Dau, dan Karangploso.

Kecamatan-kecamatan tersebut masih terdiri dari beberapa kelurahan dan desa.

Luas wilayah kerja tersebut mengakibatkan para pegawai operasional jarang

berada di kantor sehingga jarang bertemu dengan kepala UPTD Singosari selaku

pimpinan. Hal tersebut disampaikan oleh kepala UPTD Singosari pak Djarot Eko

Widjaksono, beliau mengatkan bahwa pertemuan dengan pegawai operasional

tidak sering dalam sehari karam tugas mereka dilapangan, serta pertemuan mereka

mungkin hanya pada pagi hari awal masuk dan juga pada saat akan pulang.

“Untuk seringnya komunikasi dengan pegawai, mungkin cukup
sering dengan pegawai yang bertugas di kantor seperti staf tata
usaha, akan tetapi dengan pegawai PPTOK yang bertugas
dilapangan mungkin komunikasi kita hanya pada pagi hari awal
masuk saya memebrikan instruksi dan arahan. Serta pada saat akan
pulang kita mungkin berkomunikasi untuk membicarakan hasil dari
pekerjaan hari itu.” (Kepala UPTD)

Hal tersebut juga disamapikan oleh pak Akbar Wijaya selaku pegawai

operasional pada UPTD Pendapatan Singosari. Dia mengatakan bahwa pertemuan

dengan kepala UPTD Singosari tidak sesering staf tata usaha jika dibandingkan

dengan pegawai yang bertugas dikantor. Hal tersebut dikarenakan pegawai

operasional lebih sering berada diluar kantor mengingat wilayah kerja UPTD

Singosari terdiri dari empat kecamatan.

“Komunikasi saya dengan kepala UPTD Singosari tidak sesering
staf tata usaha yang bekerja dikantor. Karena wilayah kerja UPTD
cukup luas dan juga kerja saya memang sering dilapangan, kami
pegawai operasional bisa dikatakan tidak terlalu sering  bertemu
pimpinan. Mungkin pertemuan saya dengan pimpinan hanya pada
saat beliau meberikan tugas dan arahan saat pagi, serta pada saat
kita akan pulang untuk menanyakan hasil pemungutan pajak hari
ini. Selain pada waktu-waktu tersebut apabila ada instruksi khusus
mungkin kita juga akan bertemu. (P2).
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Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertemuan antara

pegawai operasional UPTD Singosari dengan Kepala UPTD Pendapatan Singosari

belum cukup sering karena disebabkan wilayah kerja yang luas dari UPTD

Singosari. Seringnya pegawai operasional berada diluar kantor mengakibatkan

komunikasi dengan pimpinan juga tidak terlalu sering.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting dan tidak dapat

dilepaskan dari organisasi. Dalam kaitannya dengan komunikasi SDM juga

berpengaruh terhadap baik tidaknya komunikasi dalam semah organisasi. UPTD

Pendaptan Singosari merupakan lembaga yang mengharuskan pegawai mereka

berinteraksi dengan banyak orang sehingga komunikasi merupakan salah satu hal

penting. Pak Djarot Eko Widjaksono selaku Kepala UPTD Singosari menyatakan

bahwa ada beberapa pegawai yang belum maksimal dalam pekerjaannya,

disebabkan karena kualitas sumber daya manusia di UPTD Singosari ada yang

belum cukup baik.

“Untuk kinerja pegawai mungkin ada beberapa satu atau dua
pegawai yang memang belum bisa maksimal dikarenakan kualitas
sumber daya manusianya masih rendah. Lebih lanjut seperi
pegawai baru yang belum bisa beradaptasi dengan lingkungan
maupun pegawai lama yang memang tingkat pendidikannya bisa di
bilang belum cukup tinggi. Apalagi dengan beberapa perubahan
dalam tugas dan format-format yang belum sepenuhnya dipahami
oleh sebagian pegawai.” (Kepala UPTD)

Dari pernyataan tersebut peneliti melakukan observasi dan menemukan bahwa

tingkat pendidikan rata-rata pegawai UPTD Singosari masih banyak yang belum
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sarjana. Dari dua puluh tujuh pegawai yang ada disongosari hanya delapan

pegawai yang memiliki gelar sarjana, tidak sampai lima puluh persen rata-rata

pegawai UPTD Singosari yang bersetatus sarjana.

Gambar 4.13Daftar Pegawai UPTD Singosari
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Gambar diatas menunjukkan bahwa dari 27 pegawai UPTD Pendapatan

Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang,

lebih dari separuh belum mempunyai gelar sarjana. Hanya 8 dari 27 pegawai

UPTD Pendapatan Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Malang yang mempunyai gelar sarjana.Hal tersebut juga dapat

menyulitkan kerja dan kinerja UPTD Pendapatan Singosari.

C. Media Komunikasi

Media komunikasi adalah alat bantu komunikasi untuk mempermudah proses

komunikasi. Media komunikasi yang ada di UPTD Pendapatan Kecamatan

Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang

bias dibilang belum maju, atau sudah ketinggalan zaman. Alat komunikasi yang

digunakan masih tergolong sederhana dan tidak sesuai dengan perkembangan

teknologi komuniksi yang ada saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Kepala

UPTD Singosari bahwa media komunikasi yang digunkan untuk berkomunikasi
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dengan seluruh pegawai masih sederhana, yaitu dengan alat komunikasi hp (hand

phone) dan juga forum-forum komunikasi resmi yang ada di UPTD Pendapatan

Singosari seperti apel pagi dan juga rapat-rapat rutin yang dilaksankan disana.

“Media komunikasi yang saya gunakan untuk berkomunikasi
dengan pegawai formal saja dengan langsung berkomunikasi secara
verbal dengan pegawai yang bersangkutan. Kalau komunikasi jarak
jauh sekarang kan sudah ada telepon genggam yang dapat
digunakan kapan saja. Juga seperti yang saya sampaikan
sebelumnya apel pagi juga merupakan sarana saya untuk
berkomunikasi secara langsung kepada seluruh pegawai. Selain itu
kita juga sering melakukan rapat baik rapat rutinitas maupun rapat
khusus sebagai sarana berkomunikasi kepada seluruh pegawai
disini.” (Kepala UPTD)

Senada dengan Kepala UPTD Pendapatan Singosari, pak Irfan sebagai salah

satu pegawai yang bertugas di bagian tata usaha menyampaikan bahwa tidak ada

hal khusus tentang media komunikasi yang digunakan di UPTD Pendapatan

kecamatan Singosari. Untuk penggunaan aplikasi media sosisal sepeti WA

(Whatss App) dan Line dan aplikasi media sosial yang lain tidak digunakan secara

resmi sebagai alat komunikasi disana, karena sebagian masih belum memakai

smart phone dengan berbagai alasan, seperti belum mengerti teknologi, dan

kebanyakan adalah pegawai-pegawi yang lebih senior atau dengan usia yang lebih

tua dan salah satunya adalah kepala UPTD Pendapatan Singosari sendiri.

“Untuk media komunikasi pendukung kita masih sedarhana,
dengan menggunkan alat komunikasi seperti telefon rumah dan
juga hp (hand phone). Untuk komunikasi seperti penggunaan
aplikasi media sosial secara resmi belum, namun pegawai-pegawai
yang menggunkan biasanya menggunkan aplikasi-aplikasi tersebut
dalam berkomunikasi. Kemudian untuk komunikasi dengan
pimpinan masih belum menggunakan feature-feature tersebut
karena beliau masih menggunakan HP lama yang bukan smart
phone. (P1)
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Kesimpulan dari dua pernyataan diatas adalah bahwa, teknologi komunikasi

moderen yang ada saat ini belum dimanffatkan oleh UPTD Singosari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupten Malang sebagai alat bantu

yang dapat mempermudah komunikasi antara pimpinan dan pegawai. Padahal

penggunaan media-media komunikasi tersebut dapat mempermudah untuk

mengakses komunikasi satu sama lain sehingga komunikasi akan berjalan dan

cepatmeskipun tanpa bertatap muka secara langsung.

D. Pembahasan

1. Komunikasi antara Pimpinan dan Pegawai UPTD Singosari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

a. Komponen Komunikasi

Sebagai pelaksana lapangan pemungutan pajak daerah pada kawasan

kecamatan, UPTD Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Malang memiliki tidak lebih dari tiga puluh pegawai. Untuk

mengoptimalkan kinerja semua pegawai diperlukan kerja sama dan pengertian

antara pegawai sekaligus pimpinan. Kerja sama dan pengertian tersebut dapat

diwujudkan dengan adanya komunikasi yang baik antar pegawai. Untuk

mengetahui proses komunikasi yang terjadi di UPTD Pendapatan Singosari dapat

dilihat dari komponen-komponen komunikasi yang ada. Cara terbaik untuk

menjelaskan komunikasi menurut Harold Lasswell dalam Effendy (2004:253)

adalah menjawab pertanyaan “Siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada

siapa dengan efek apa?”, beberapa komponen komunikasi yaitu komunikator,

pesan, saluran atau media, komunikan dan efek.



131

1. Komunikator

Komponen pertama dalam proses komunikasi adalah komunikator. Menurut

Lasswell dalam (Effendy, 2004:6) Komunikator merupakan individu yang

menyampaikan pesan atau informasi kepada individu lain. Pada UPTD

Pendapatan Singosari yang bertindak sebagai komunikator adalah kepala UPTD

Pendapatan Singosari. Sebagai pimpinan organisasi Kepala UPTD Singosari

merupakan sumber informasi dan juga pesan bagi seluruh pegawai. Semua

kegitan kerja harian UPTD Singosari pasti bersumber dari pimpinan.

Tugas penting komunikator adalah memastikan bahwa informasi dan pesan

yang dia sampaikan diterima dan dimengerti oleh seluruh pegawai. Dalam hal ini

kepala UPTD Singosari harus memastikan informasi atau pun pesan yang dia

sampaikan diterima dan dimengerti oleh seluruh pegawai UPTD Pendapatan

Singosari. Komunikasi yang dilakukan oleh kepala UPTD berupa penyampaian

informasi mengenai kegitan harian yang akan dilakukan oleh pegawai. Untuk

memastikan informasi tersebut sampai kepada pegawai, kepala UPTD Singosari

menyampaikan pesan dengan berbagai cara baik kelompok maupun individu

mengenai tugas, arahan dan sebagainya. Penyamapian informasi itu dilakukan

untuk dapat mengoptimalkan hasil pemungutan pajak pada wilayah kerja UPTD

Pendaptan Singosari.

Dalam kaitannya dengan tugas sebagai kepala UPTD Pendaptan Singosari.

Komunikator disini juga berperan sebagai kontrol terhadap pegawai. Sebab selain

memberikan informasi kepala UPTD Pendapatan Singosari juga dapat meberikan

tugas, arahan, dan teguran serta sanksi kepada setiap pegawai UPTD Pendapatan
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Singosari. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatka kinerja pegawai dan untuk

mendapatkan hasil yang optimal dalam pemungutan pajak daerah.

2. Pesan

. Pesan adalah serangkaian isyarat/simbol yang diciptakan oleh seseorang

untuk maksud tertentu dengan harapan bahwa penyampaian isyarat/simbol itu

akan berhasil dan menimbulkan sesuatu (Cangara, 2004:14). Isyarat atau simbol

tersebut dapat berupa informasi, gagasan, tugas, perintah dan sebagainya dari

komunikator. Kepala UPTD pendapatan Singosari selaku komunikator

mengirimkan gagasannya berupa perintah kepada pegawai. Sebelum penyampaian

pesan dilakukan, Kepala UPTD menyiapkan ide atau gagasan yang ingin

disamapikannya kepada pegawai. Gagasan tersebut diperoleh dari beberapa

sumber, seperti tindak lamjut dari perintah dinas, atau respon dari hasil atau

masalah yang dialami sebelumnya oleh UPTD Singosari Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang. Selain hal tersebut pesan

yang disampaikan oleh pimpinan dalam hal ini kepala UPTD Pendapatan

Singosari juga dapat berupa laporan-laporan, tugas, perintah, teguran, maupun

saran kepada pegawai untuk mengoptimalkan kerja dan hasil dari UPTD

Pendapatan Singosari.

Bentuk pesan dalam hal ini berupa komunikasi verbal maupun non verbal.

Komunikasi verbal adalah komuniksi yang menggunakan kata-kata, entah lisan

maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non verbal dapat berupa bahasa tubuh,

tanda, tindakan atau perbuatan dan objek (Hardjana, 2003:23). Pada hal ini bentuk

pesan verbal dalam UPTD pendapatan Singosari seperti penyampaian informasi,
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laporan-lapoaran, perintah, instruksi, saran, dan teguran kepada pegawai dari

kepala UPTD Singosari sebagai komunikator baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan pesan nonverbal merupakan pelengkap ataupun sebagai penyempurna

dari pesan verbal tersebut untuk menegaskan maksud dari pesan verbal yang

disampaikan oleh komunikator atau kepala UPTD. Seperti halnya bahasa tubuh

pimpinan dalam berkomunikasi dengan pegawai untuk menggambarkan seberapa

penting, kesungguhan, kecewa, dan sebagainya. Serta tindakan kepala UPTD juga

merupakan pesan nonverbal yang disampaikan kepada pegawai dengan

memberikan contoh berupa tindakan maupun perbuatan yang baik. Pesan tersebut

biasanya dapat berupa pesan individu dan kelompok. Pesan individu yang

dimaksud dalam hal ini adalah perintah langsung ataupun khusus pimpinan

kepada salah satu pegawai tentang sesuatu yang akan dikerjakan. Sedangkan

untuk pesan kelompok biasanya merupakan tugas umum yang biasa dilakukan

dalam kegiatan harian kerja pegawai UPTD Pendapatan Singosari.

3. Media

Setelah ide atau gagasan diolah menjadi kata yang bisa dimengerti, pimpinan

menyampaikan ide tersebut kepada para staf dan pegawai. Media komunikasi

ataupun sarana yang mendukung komunikasi pada UPTD Pendapatan Singosari

cukup umum. Belum ada media khusus yang diterapkan dalam kegaiatan

komunikasi pada UPTD Pendapatan Singosari. Secara umum komunikasi

dilakukan perindividu maupun kelompok dengan komunikasi langsung secara

lisan ketika betemu. Untuk komunikasi jarak jauh para pegawai UPTD

Pendapatan Singosari menggunakan alat telekomunikasi untuk menunjang



134

komunikasi mereka. Alat komunikasi tersebut berupa HP (Hand Phone) yang

setiap pegawai dapat dengan mudah memiliki dan mendapatkannya.

Media komunikasi resmi yang digunakan UPTD Singosari Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang dimulai pada saat apel pagi

dilakukan. Kepala UPTD Pendapatan Singosari selaku pimpinan, memimpin

jalannya apel yang diikuti oleh seluruh staf. Pada kesempatan itu pimpinan

meberikan instruksi tentang kegiatan yang akan dilakukan. Instruksi tersebut

berupa perintah maupun himbauan kepada pegawai. Selanjutnya media resmi

yang lain adalah saat rapat dengan pegawai. Kegiatan rapat merupakan salah satu

media efektif pada UPTD Pendapatan Singosari untuk mnyampaikan informasi

maupun pesan kepada pegawai maupun saling bertukar informasi antara pegawai

dan pimpinan.

Dari penjabaran tersebut secara garis besar media komunikasi yang digunkan

di UPTD Pendapatan singosari sebagai berikut:

a. Telephone / Smart Phone / Hand Phone

b. Surat

c. Papan Pengumuman

d. Printed Material (Media Komunikasi dan Publikasi berupa barang cetakan)

e. Media pertemuan dan pembicaraan

4. Komunikan

Komunikan merupakan seseorang yang mendapatkan pesan, yang bertindak

sebagai komunikan di sini adalah para staf dan pegawai UPTD Pendaptan

Singosari. Setelah pegawai dan staf menerima pesan pimpinan, pegawai
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menafsirkan pesan tersebut dan melaksanakannya. Pesan yang diberikan pimpinan

berupa tugas maupun arahan untuk dilakukan oleh pegawai dalam melakukan

kegiatan pekerjaan sehari-hari. Setelah menafsirkan pesan atau perintah dari

pimpinan. Pegawai dan staf melaksanakan tugas tersebut sebagai tanggapan dari

perintah pimpinan, kemudian diakhiri dengan laporan hasil kegitan pelaksanaan

tugas yang diberikan tadi.

Pegawai UPTD Pendaptan Singosari terbagi menjadi dua pokok bagian, yaitu

pegawai yang berada di kantor serta pegawai lapangan yang kegiatan kerjanya

berada diluar kantor UPTD Pendapatan Singosari. Pegawai yang bekerja

dilapangan yaitu petugas operasional pemungitan pajak yang langsung meangih

pajak ketempak para wajib pajak. Sedangkan pegawai yang berada dan bekerja di

dalam kantor UPTD Pendapatan Singosari berupa staf tata usaha maupun

bendahara di UPTD Pendapatan Singosari.

5. Efek

Penyampaian pesan baik berupa tugas arahan, dan sebagainya memberikan

pengaruh atau efek pada pegawai baik kinerja, hasil, dan kedisiplinan. Aturan

mengenai pemberlakuan presensi sebanyak empat kali sehari membuat

kedisiplinan pegawai meningkat, sebab mulanaya sebelum adanya aturan tersebut

kebanyakn pegawai pada jam istirahat tidak kembali ke kantor melainkan diluar

dengan alasan masih akan bertemu dengan wajib pajak yang lain. Hal tersebut

bisa saja disalah gunakan pegawai untuk melakukan hal yang lain selain dari tugas

yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Dengan diterapkannya sistem presensi
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empat kali sehari memudahkan pimpinan untuk mengawasi setiap pegawai,

sehingga kinerja pegawai dapat ditingkatkan.

Selain aturan presensi sebanyak empat kali sehari UPTD Pendapatan Singosari

juga menerapkan aturan buku harian kerja, dimana setiap pegawai harus

malaporkan kegiatan dan hasil yang mereka dapatkan setiap hari. Begitupun

dengan buku kegitan harian pegawai dimana hal tersebut merupakan monitor bagi

pekerjaan pegawai apakah pegawai benar-benar bekerja atau tidak, karena dalam

buku tersebut pegawai juga harus mencantumkan bukti akan pekerjaan yang dia

lakukan hari itu. Jika semua kegiatan tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh

pegawai maka dapat dikatakan bahwa kinerja pegawai UPTD Singosari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupten Malang cukup baik.

b. Arah komunikasi

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, dan ada dua

kemungkinan dalam prosesnya yaitu adanya feedback dari lawan komunikasi atau

tidak. Jika tidak terdapat hubungan timbal balik dari lawan komunikasi dalam

sebuah proses komunikasi maka dapat dikatan bahwa komunikasi tersebut

merupakan satu arah, serta sebaliknya jika dalam proses komunikasi terdapat

hubungan timbal balik maka komunikasi tersebut dikatan dua arah. Purwanto

(2006:5) menyebutkan komunikasi yang lazim digunakan diantaranya adalah

komunikasi dari atas kebawah (satu arah) dan komunikasi dari bawah keatas (dua

arah).
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2. Komunikasi Satu Arah

Satu arah komunikasi terjadi pada komunikasi dari atasan kepada bawahan,

Aliran komunikasi dari atasan ke bawahan tersebut, umumnya terkait dengan

tanggung jawab dan kewenangannya dalam suatu organisasi. Komuniasi dari atas

kebawah dipakai untuk menyampaikan informasi, mengarahkan,

mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin, mengendalikan berbagai kegiatan di

level bawah. Komunikasi dari atas ke bawah tersebut dapat berbentuk lisan (oral

communications) maupun tertulis (written communications). (Purwanto, 2011:49-

50)

Komunikasi satu arah di UPTD Singosari terjadi saat kepala UPTD

memberikan perintah, saran, motivasi dan sebagainya dalam kapasitasnya sebagai

pimpinan untuk mengendalikan dan mengawasi kegitan pegawai agar berjalan

normal dan lancar. Pak Djarot Eko Widjaksono selaku kepala UPTD Singosari

mengungkapkan bahwa perintah, arahan, dan kegiatan di UPTD Singosari secara

garis besar disampaikan saat apel pagi kepada pegawai. Apel pagi tesebut rutin

dilakukan setiap hari sepuluh menit sebelum dimulainya kegitan harian di UPTD

Singosari. Selain apel pagi komunikasi satu arah yang terjadi di UPTD Singosari

juga berupa perintah, arahan, maupun teguran yang diberikan pimpinan melalui

papan informasi, serta secara langsung berkomunikasi secara perseorangan

terhadap individu-individu pegawai baik melalui lisan ataupun tulisan.

3. Komunikasi Dua Arah

Dua arah komunikasi merupakan proses pertukaran informasi dari

komunikator dan komunikan. Alur pesan yang disampaikan berasal dari bawah
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(pegawai) menuju ke atas (pimpinan). Pesan yang ingin disampaikan mula-mula

berasal dari para pegawai yang selanjutnya disampaikan ke jalur yang lebih tinggi,

yaitu kepada pimpinan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam

suatu organisasi dan mengambil keputusan secara tepat, sudah sepantasnya bila

pimpinan memperhatikan aspirasi yang berasal dari pegawai. (Purwanto, 2011:51)

Terjadinya komunikasi dua arah ini juga sebagai tanggapan dari perintah

pimpinan atau atasan, baik berupa laporan atau hasil dari perintah dan tugas yang

diberikan pimpinan kepada pegawai. Seperti peernyataan Irfan Indrayanto yang

menjabat sebagai bendahara pembantu di UPTD Singosari yang mengatakan

bahwa komunikasi dengan pimpinan cukup sering untuk menyampaikan laporan-

laporan tentang hasil pemungutan pajak maupun tentang masalah-masalah yang

terjadi dalam setiap kegitan harian di UPTD Singosari.

Terjadinya komuniksi dua arah merupakan proses timbal balik antara

komunikator dan komunikan. Komunikan dalam hal ini pegawai memberikan

respon terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator dalam hal ini pimpinan

UPTD Singosari. Sebagian besar komunikasi dua arah ini terjadi karena terjadi

masalah pada tingkat bawah, sehingga harus dikomunikasikan dengan atasan

untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Pada UPTD Singosari

proses komunikasi dua arah ini terjadi secara individu maupun kelompok. Seperti

yang dijelaskan sebelumnya komunikasi satu arah secara individu dapat dilakukan

apabila antara individu pegawai sering bertemu dengan pimpinan. Untuk

mengakomudir semua aspirasi dan keluhan dari pegawai maka UPTD Singosari
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melakukan rapat rutin baik mingguan maupun bulanan sehingga komunikasi dua

arah terjadi dalam forum tersebut.

Komunikasi dua arah terjadi baik perorangan maupun kelompok, komunikasi

dua arah individu lebih kepada pegawai dan pimpinan bertemu secara individu

baik itu untuk membahas sesuatu, memberikan perinntah, memberikan saran

maupun teguran, dan pemberian laporan dari hasil pekerjaan yang dilakukan

pegawai. Untuk komunikasi dua arah yang berkelompok lebih pada saat forum

resmi baik rapat maupun diskusi yang dilakukan di UPTD Pendapatan Kecamatan

Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang.

d. Gaya Komunikasi

Gaya komunikasi (Sendjaja dkk, 1996:07) merupakan perilaku komunikasi

yang dilakukan oleh pimpinan dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk

mendapatkan feedback dari orang lain terhadap pesan organisasional yang

disampaiakan. Gaya komunikasi yang digunakan UPTD Pendapatan Singosari

merupakan terstruktur (The Structuring Style). Hal tersebut dapat dilihat dari

penekanan informasi yang dilakukan oleh pimpinan UPTD Pendaptan Singosari

terhadap tujuan organisasi serta menerapkan pertauran atau prosedur yang

berlaku, Berikut penjelsan dari dua hal pokok tersebut.

1. Tujuan Organisasi

Untuk melihat tjuan organisasi UPTD Pendapatan Kecamatan Singosari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang dapat dilihat dari

visi dan misi UPTD Pendapatan Singosari. Misi dari UPTD Pendapatan

Kecamatan Singosari adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
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keuangan daerah. Dikarenakan UPTD Pendapatan Kecamatan Singosari adalah

bertugas untuk mengumpulkan pajak maka hal tersebut dapat dilaksanakan

apabila visi dapat dijalankan dengan baik. Sedangkan visi dari UPTD Pendapatan

Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang

adalah meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM, Meningkatkan Prestasi

dan Pelayanan, Meningkatkan Disiplin dan Kesejahteraan.

Gaya komunikasi yang digunakan oleh pimpinan UPTD Pendapatan Singosari

adalah struktural yang lebih menekankan kepada informasi tentang tujuan

organisasi dan Aturan dan prosedur yang berlaku disana. Dengan gaya

komunikasi tersebut pimpinan UPTD Pendapatan Singosari  selalu berpatokan

pada aturan resmi yang berlaku di UPTD Pendapatan Singosari. Sesuai dengan

Peraturan Bupati Malang No. 4 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) Pendaptan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Malang pasal 14 memiliki tugas poko sebagai berikut:

a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas-tugas pendaptan, anggran dan pembukuan

b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai

bidang dan tugasnya

Dengan tugas-tugas pokok tersebut UPTD Pendaptan Singosari Dinas

Pendapatan Pengelolaan keuangn dan Aset Kabupten Malang menerapkan aturan-

aturan dan prosedur yang harus ditaati oleh seluruh Pegawai UPTD Pendapatan

Kecamatan Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabuoaten Malang.
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2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Buapti No.4 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

(UPTD) menyebutkan tiga bagian dalam UPTD Pendapatan Singosari menurut

tugas dan fungsinya. Bagian-bagian tersebut meliputi Kepala UPTD Pendapatan

Singosari, Sub Bagian Tata Usaha, dan Pelaksana. Seluruh bagian tersebut

merupakan satu-kesatuan yang menjalankan tugas untuk penarikan pajak daerah

pada wilayah kerja UPTD Pendapatan kec. Singosari maka penting untuk

menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik agar kinerja dan hasil

dari penarikan pajak dapat optimal.

Kepala UPTD Pendaptan Singosari dalam menjalankan tugasnya sebagai

pimpinan memiliki tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan harian UPTD Pendapatan Singosari.

Sebagai contoh pelaksanaan tugas tersebut adalah seperti memimpin apel pagi,

rapat, memberikan arahan dan tugas kepada pegawai, membrikan teguran apabila

terdapat pegawai yang tidak disiplin dan sebagainya. Untuk dapat mealksanakan

tugas tersebut maka dibutuhkan fungsi atau wewenang yaitu seperti menyusun

rencana kegitan dalam bidang pendapatan di UPTD Pendapatan Singosari.

Sebagai pelaksana kegiatan pendataan terhadap obyek pajak dan obyek retribusi

maka setiap kegitan pendataan aharus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan

kepada Kepala UPTD Pendapatan Singosari oleh seluruh pegawai.

Bagian kedua yaitu Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk

melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan, serta

pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Pendapatan Singossari. Dalam hal ini tugas
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umum seperti pencatatan hasil pendapatan serta penyedian alat tulis dan

elektronik yang akan membantu mempermudah kegaitan pelaporan maupun

pemungutan pajak pada wilayah kerja UPTD Pendaptan Singosari.

Bagian ketiga yaitu pelaksanaan, merupakan petugas atau pegawai yang

melaksanakan pemungutan penarikan pajak di UPTD Pendapatan Singosari.

Tugas pokok dari petugas pelaksana adalah melaksanaan pendataan potensi obyek

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena ptugas pelaksana lebih mengetahui

situsi sebenarnya dilapangan. Kemudian melaksanakan penyampaian Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain

menyampaikan SPPT dan PBB petugas pelaksana juga bertugas untuk menagih

SPPT dan PBB tersebut. Selain SPPT  dan PBB petugas pelaksana juga bertugas

melaksanakan pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Pendapatan

Singosari.

Tugas dan fungsi dari ketiga bagian dari UPTD Pendapatan Singosari harus

dilaksanakan dengan baik agar tugas dan fungsi tersebut dapta optimal dalam

pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tugas pemungutan pajak pada wilah UPTD

Pendaptan Singosari. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut saling terhubung dan

saling timbal balik dimulai dari perintah dan saran dari pimpinan kepada pegawai

untuk pemungutan pajak daerah, dan dilaksanakan oleh petugas lapangan dan

dilaporkan kepada petugas bagian tata usaha untuk dilakukan pencatatan dan

dilaporkan kembali kepada Kepala UPTD Pendapatan Singosari sebagai sebuah

bentuk pertanggung jawaban kerja pagi setiap pegawai.
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3. Aturan dan Prosedur

Dalam menjalankan tugas pokok Kepala UPTD Pendapatan Kecamatan

Singosari yang menggunkan gaya komunikasi struktural maka Kepala UPTD

Pendapatan Singosari selalu berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPT) Pada Dinas PEndapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Malang pada pasal 18 menyebutkan bahwa tata kerja di UPTD yaitu “Kepala

UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan melaksanakan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta

memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing”.

Dengan bunyi pasal tersebut memungkinkan Kepala UPTD Pendapatan Singosari

untuk menerpakan aturan-aturan yang diinginkan untuk mendukung gaya

komunikasi struktural yang dia gunakan.

Salah satu aturan yang Kepala UPTD PEndapatan Singosari terapkan disana

adalah mewajibkan seluruh pegawai untuk melaporkan hasil kerja dan penarikan

pajak yang mereka lakukan setiap hari. Sebelum beliau memimpin laporan untuk

hasil penarikan pajak dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulan setelah

direkapitulasi terlebih dahulu. Sebagai contoh adalah pemungutan pajak nbumi

dan bangunan (PBB) dimana kata salah satu pegawai tata usaha yang menjadi

bendahara penerimaan mengungkapkan setelah pegawai lapangan memungut

pajak dari wajib pajak, akan memberikan laporan kepada bendahara penerimaan
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dan bendahara pennerimaan akan merekapitulasi hasil kerja petugas lapangan

untuk dilaporkan kepada Kepala UPTD Pendapatan Singosari.

Selain hal tersebut komunikasi struktural menggunkan komunikasi dua arah,

dimana pada penjelasan sebelumnya UPTD Pendapatan Singosari juga

menggunakan komunikasi dua arah. Selanjutnya adalah memantapkan struktur

organisasi, serta menerapkan peraturan atau prosedur yang berlaku. UPTD

Pendapatan Singosari dapat dikatan cukup baik dalam menerapkan peraturan atau

prosedur yang belaku di instansi tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dali beberapa

perturan yang ada di UPTD Singosari seperti aturan presensi empat kali dalam

sehari. Aturan tersebut diperlukan untuk dapat mengawasi dan mengontrol setiap

pegawai karena kebanyakan pegawai UPTD lebih banyak bekerja dilapangan

sebagai petugas pemungutan pajak daerah. Hal tersebut sangat baik untuk

mengawasi dan mengontrol kinerja dari pegawai. Selain aturan presensi empat

kali dalam sehari UPTD Singosari juga menerapakan penggunaan buku harian

kerja pegawai. Buku tersebut berguna untuk mencatat kegiatan atau pekerjaan apa

yang dilakukan setiap pegwai UPTD Singosari dalam sehari.

Gaya komunikasi terstruktur tersebut merupakan cara baik bagi UPTD

Pendapatan Singosari untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pegawai yang

sebagian besar pekerjaannya dihabiskan dilapangan. Dengan penerapan aturan

presensi dan buku harian tersebut juga diharapkan semua pegawai bertanggung

jawab atas tugasnya.
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2. Hambatan Komunikasi Kepemimpinan pada UPTD Pendapatan

Singosari

1. Intensitas pertemuan antara pegawai dan kepala UPTD Pendapatan

Singosari

Seperti sebagian besar organisasi pemerintah pada umumnya, media

komunikasi di UPTD Pendapatan Singosari yaitu lisan (verbal) dan tulis berupa

laporan hasil kerja. Sebagai petugas lapangan pemungutan pajak, UPTD Singosari

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang sebagian

besar tugas mereka berhubungan dengan wajib pajak. Para pegawai sesi

penagihan bertugas menemui langsung waiib pajak. Dengan kata lain kebanyakan

pekerjaan mereka berada diluar kantor. Seperti yang telah dibahas sebelumnya

bahwa setiap permasalah yang dialami oleh pegewai baik staf TU dan PPTOK

akan selalu mengkoordinasikan dan mendiskusikannya dengan pimpinan. Untuk

staf TU komunikasi mereka dengan pimpinan tidak ada masalah sebab mereka

masih dalam satu ruang lingkup kerja di kantor. Permasalahan Komunikasi

kepemimpinan banyak dialami oleh Pegawai PPTOK dimana ketika mereka

mengalami masalah saat melakukan tugasnya membutuhkan arahan dari pimpinan

untuk jalan keluar yang akan mereka lakukan. Masalahnya adalah jarak mereka

dari pimpinan yang jauh akan menghambat pekerjaan mereka. Meskipun saat ini

media komunikasi bisa menggunakan alat telekomunikasi seperti HP (Hand

Phone) akan tetapi tentu akan berbeda dengan bertemu langsung dengan pimpinan

secara tatap muka. Ditambah lagi dengan penyampaian detail dari permasalahan

yang terjadi tidak akan maksimal jika hanya menggunakan HP.
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Seperti yang disampaikan salah satu pegawai PPTOK bahwa bahwa secara

umum komunikasi mereka dengan pimpinan adalah minimal satu kali selama

seminggu. Pertemuan itu adalah rapat koordinasi yang biasa dilakukan setiap satu

mingu sekali. Pada kesempatan itu para pegawai mengutarakan permasalahan

mereka hadapi selama satu minggu untuk didiskusikan agar dapat mengetahui dan

melakukan tindakan yang tepat untuk mengambil jalan keluar terbaik. Sedangkan

bila masalah yang diahadapi saat itu merupakan masalah yang cukup serius para

pegawai PPTOK akan kembali kekantor terlebih dahulu untuk meminta tanggapan

dari pimpinan tentang jalan terbaik dari maslah tersebut. Hal ini menjadi tidak

efektif bagi pegawai PPTOK dalam menjalankan tugas mereka dilapangan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Seluruh pegawai baik pimpinan maupun pegwai UPTD Pendapatan Singosari

suatu waktu akan menjadi komunikator maupun komunikan, tergantung situasi

dan keperluan yang akan mereka lakukan. Effendy (2004:253) menjelaskan

bahwa komunikator adalah seseorang yang menyampaikan informasi, sedangkan

komunikan adalah seseorang yang menerima pesan. Sebagai contoh adalah saat

apel pagi Kepala UPTD Pendapatan Singosari akan menjadi komunikator dan

pegawai menjadi komunikan. Sebaliknya pegawai akan menjadi komunikator dan

pimpinan menjadi komunikan ketika pegawai melakukan laporan baik tertulis

maupum lisan.

Kepala UPTD Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Malang, mengatakan yang menjadi permasalahan adalah tingkat

Sumber Daya Manusia atau keterampilan pegawai UPTD Pendapatan Singosari
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masih rendah. Sehingga dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan

masih belum maksimal. Beliau menggambarkan rendahnya SDM tersebut seperti

belum bisa menyelesaikan pekerjaan rutin harian, serta ketakutan akan

berkomunikasi dengan masyarakat, dalam hal ini wajib pajak, serta hal-hal lain

yang berhubungan dengan keterampilan pegawai.

Salah satu penghambat komunikasi menurut Suranto (2005:112-113) adalah

hambatan sosiologis. Dia menggambarkan bahwa secara sosiologis warga

perkantoran berasal dari berbagai golongan dan lapisan yang menimbulkan

perbedaan status, ideologi, agama, tingkat pendidikan, serta status ekonomi. Jika

melihat riwayat pendidikan para pegawai UPTD Singosari Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang, maka cukup beralasan apa

yang dikatakan beliau. Sebagian besar pegawai UPTD Singosari bukan lulusan

sarjana. Jadi besar kemungkinan jika keterampilan mereka masih kurang jika

melihat dari latar belakang pendidikan mereka.

3. Media Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dari sebuah interaksi. Hal

tersebut diperlukan untuk memahami satu sama lain tentang apa tujuan dan

maksud yang ingin dilakukan dan dicapai. Begitu juga dalam sebuh organisasi

komunikasi merupakan penghubung bagi setiap individu, baik perorangan

maupun kelompok. Oleh sebab itu maka diperlukan alat komunikasi untuk

mempermudah atau pun memperlancar terjadinya komunikasi pada sebuah

organisasi. Sama halnya dengan UPTD Pendapatan Singosari Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang.
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Media atau alat komunikasi yang digunakan oleh UPTD Pendapatan Singosari

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang masih

menggunakan media komunikasi yang lama seperti HP (Hand Phone) dan

telephon rumah/kantor. Media tersebut dapat dibilang sudah tidak relevan dengan

perkembangan teknologi saat ini, dimana semua akses informasi dapat di akses

dengan cepat dengan menggunkan internet, smart phone dan fitur-fitur yang ada

di dalamnya. Media komunikasi yang ada di UPTD Pendapatan Kecamatan

Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Malang

masih terpaku pada media lama yang jika dibandingkan dengan teknologi yang

ada saat ini sudah sangat tertinggal. Dengan pekerjaan harian yang lebih banyak

berada di lapangan seharusnya UPTD Pendapatan Singosari bisa memanffatkan

teknologi-teknologi baru yang akan mempermudah pekerjaan mereka di lapangan.

Dengan penggunaan teknologi yang lama tersebut pegawai masih sering kali

bolak-balik ke kantor dan lapangan untuk bertanya mengenai permasalahan-

permasalahan yang mereka alami atau keluhkan saat bertugas.

Penggunaan media lama tersebut akan memperlambat dan tidak efektif untuk

para pegawai dalam tugasnya untuk memungut pajak. Begitu juga komunikasi

antara pimpinan dan pegawai meskipun sebagian pegawai sudah menggunakan

fitur-fitur dan teknologi yang baru, maka percuma jika pimpinan UPTD

Pendapatan Singosari tidak menggunkan teknologi atau aplikasi-aplikasi tersebut.

Jika kita lihat dengan seksama penggunaan internet dan fitur-fitur di dalamnya

sangat membantu untuk mempermudah tugas mereka dalam melaksanakan

kegiatan kerja harian. Contoh paling sederhana adalah untuk mengirim laporan
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kepada pimpinan atau pegawai yang lain dengan menggunakan fasilitas internet

dan fitur didalamnya kita bisa mengirim laporan tanpa harus kembali lagi ke

kantor atau bertemu dengan pimpinan. Dengan demikian akan efektif dan efisien

pekerjaan para pegawai apabila tidak harus bolak balik ke kantor. Dengan

penggunaan fitur-fitur tersebut kita juga bisa mengetahui lokasi para pegawai

dimana mereka berada sehingga pengawasan akan lebih mudah dilakukan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa

komunikasi kepemimpinan di UPTD Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Malang belum berjalan dengan cukup baik.

Melihat proses komunikasi yang terjadi disana, komunikasi antara pimpinan pada

pegawai atau pun sebaliknya dari pegawai kepada pimpinan berjalan sesuai

dengan mekanisme yang ada. Akan tetapi ada beberapa hal yang masih perlu

diperbaiki seperti intensitas komunikasi antara pimpinan dan pegawai, serta

kemudahan akses berkomunikasi yang masih kurang. Berhubungan dengan

kinerja pegawai, sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah menjadi

masalah utama, juga masalah efektivitas pegawai dalam melaksanakan tugas.

Maka dari itu peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan untuk

menunjang sistem kerja yang telah ditetapkan pada sebuah instansi pemerintahan.

Hambatan yang terjadi di UPTD Singosari Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Malang adalah Sumber Daya Manusia (SDM)

yang masih rendah. Hanya sebagian kecil dari seluruh pegawai yang merupakan

sarjana. Hambatan lain yang terjadi adalah jarak dan media komunikasi, dimana

pegawai sebagian besar bekerja dilapangan atau diluar kantor. Dengan demikian

proses komunikasi antara pimpinan dan pegawai sering mengalami hambatan.
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B. Saran

Berikut saran yang peneliti ajukan untuk UPTD Singosari Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang:

1) Untuk mengintensifkan komunikasi antara pimpinan dan pegawai  selain

menggunakan buku komunikasi untuk mengevaluai kinerja pegawai, akan

lebih efektif apabila evaluasi tersebut dilaksanakan setiap hari sebelum

pulang kerja dengan cara berkomunikasi secara langsung dan tatap muka.

2) Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sebaiknya UPTD Singosari

menyekolahkan kembali pegawai mereka seperti mengirim mereka untuk

melakukan diklat yang akan menambah pengetahuan dan keterampilan

pegawai nantinya.

3) Media komunikasi antara pimpinan dan pegawai perlu di tingkatkan lebih

baik lagi dengan memanfatkan teknologi yang ada saat ini yang lebih modern

dengan menggunkan internet, smart phone, dan aplikasi-aplikasi lain yang

bisaq digunakan untuk berkomunikasi, seperti media sosial.
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